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MOTTO 
 
 ُ َّللَّا ُهََّنرُصْن ََيل ِهَْيلَع َيُِغب َُّثُ ِِهب َبِقوُع اَم ِلِْثبِ َبَقاَع ْنَمَو َكِل ََٰذ  ۗ  ٌّوُفَعَل ََّللَّا َّنِإ
  روُفَغ 
 
Artinya: Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan 
penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti 
Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 
Pemaaf lagi Maha Pengampun. 
 (QS. Al-Hajj :60) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ix 
 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  ۗ  Fathah A A 
x 
 
  ۗ   Kasrah I I 
  ۗ   Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
xi 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. انّبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
xiii 
 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّمحمام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 نيملاعلا بر للهدمحلا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
TIARA WULANDARI, NIM: 15.21.31.014, “DIVERSI DALAM 
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN 
PELAKU ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi 
Perkara Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN Wng Di Pengadilan Negeri 
Wonogiri)”. diversi adalah kebijakan yang dilakukan untuk mengalihkan 
penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan 
pidana untuk menghindari anak dari pemidanaan,menghindarkan dari perempasan 
kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa 
tanggungjawab kepada anak. Hukuman penjara ternyata tidak berhasil menjadikan 
anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh 
kembangnya. 
Penelitian ini berawal dari keinginan penulis untuk : (1) Mengetahui 
bagaimana implementasi aturan diversi dalam penetapan perkara tindak pidana  
yang dilakukan oleh anak sebagai Pelaku dalam Perkara Nomor 03/Pid.Sus-
Anak/2016/PN. Wng. di Pengadilan Negeri Wonogiri (2) Mengetahui bagaimana 
pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan diversi dalam perkara tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dalam perkara Nomor 
03/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Wng. di Pengadilan Negeri Wonogiri. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan 
pendekatan yuridis normatif, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Wonogiri, 
Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. sumber data dalam penelitian ini 
adalah wawancara dengan Hakim yang bernama Siwi Rumbar Wigati sebagai 
mediator diversi dan Yuswardi,S.H. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, 
menggunakan pengumpulan data metode yang digunakan adalah dengan 
Wawancara, dokumentasi dan Dokumen. Dengan menggunakan analisis data 
kualitatif dan diuraikan secara deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan hal-hal 
mengenai pelaksanaan  diversi terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak di 
Pengadilan Negeri Wonogiri dengan Pendekatan Keadilan restorative justice. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa proses diversi di Pengadilan Negeri 
Wonogiri dalam mendampingi proses penyelesaian perkara anak sudah sesuai 
dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. alasannya karena tahap 
dan proses sudah memenuhi syarat hasil dari proses penyelesaian perkara tindak 
pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sudah ada putusan 
dari Pengadilan Negeri Wonogiri. Hakim sudah memutus pelaku yang melakukan 
penganiayaan putusanya pelaku di kembalikan kepada orang tua, agar didik lebih 
baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum. Apabila kedua 
belah pihak sepakat dengan ganti rugi yang diberikan, maka proses diversi pun 
berhasil dilakukan. Di Didalam Hukum Islam apabila pelaku penganiayaan 
dimaafkan oleh korban atau keluarganya maka ia terbebas dari pelaksanaan 
qishash. Dengan pemaafan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku yang 
mengakibatkan hapusnya pelaksanaan pidana qishash berarti telah terjadi 
pengampunan. 
Kata Kunci: Diversi, Penganiayaan, jarimah 
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ABSTRACT 
TIARA WULANDARI, NIM: 15.21.31,014, "DIVERSION IN THE 
RESOLUTION OF THE CRIME  OF MISTREATMENT WITH CHILD 
OFFENDERS FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (Study of Case 
Determination Number 03 / Pid. Sus-Anak / 2016 / PN Wng In The Wonogiri 
District Court)". diversion is a policy carried out to divert the settlement of child 
cases from the criminal justice process to a process outside the criminal justice to 
avoid the child from being convicted, avoiding the elimination of independence, 
encourage the community to participate and instill a sense of responsibility to the 
child. prison turned out to be unsuccessful in making children deterrent and 
becoming a better person to support their growth process. 
 This research originated from the writer's desire to: (1) Know how the 
implementation of diversion rules in setting criminal cases committed by children 
as perpetrators in cases Number 03 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN. Wng. in the 
Wonogiri District Court (2) Knowing how Islamic law views the implementation 
of diversion in criminal cases committed by children as perpetrators in cases 
Number 03 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN. Wng. in the Wonogiri District Court. 
 This research is a type of field research, using a juridical sociological 
approach, the research location in the Wonogiri District Court, Selogiri District, 
Wonogiri Regency. Data sources in this study were Judges named Siwi Rumbar 
Wigati,and Yuswardi,S.H as chairman of the Wonogiri District Court using data 
collection methods used were Interviews, documentation and Documents.By 
using qualitative data analysis and descibed descptively using a framework of 
thingking that is a juridical approach to the data method that is deductive. 
 The results of the study show that the diversion process in the Wonogiri 
District Court in accompanying the process of resolving child cases is in 
accordance with the SPPA Law. the reason is because the stage and process have 
fulfilled the requirements resulting from the process of resolving cases of criminal 
acts of mistreatment committed by minors, there have been decisions from the 
Wonogiri District Court. The judge has decided that the perpetrator who 
committed the abuse of the offender is returned to the parents, so that the student 
is better and does not repeat acts that are against the law. Because the perpetrators 
of the child can then be free from responsibility, the perpetrators are also obliged 
to provide compensation to the victims. If both parties agree with the 
compensation provided, the diversion process is successfully carried out. In 
Islamic Law when the perpetrator of the persecution is forgiven by the victim or 
his family, he is free from the implementation of qishash. With forgiveness 
carried out by the victims of the perpetrators which resulted in the abolition of the 
implementation of the criminal qishash means that there has been (sulh) peace. 
 
Keywords: Diversion, Persecution, jarimah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 
didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. 
Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita 
perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat 
khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada 
masa depan.). Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mendapatkan 
kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 
optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia,  perlu 
dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak 
dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta 
adanya perlakuan tanpa diskriminasi.1 
 Dewasa ini upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak 
telah telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai Negara pihak 
dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child) 
yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban 
untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan 
                                                             
1Muhammad Iqbal Farhan,”Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak 
Menurut Hukum positif dan Hukum Islam (Analisis Kasus Putusan Perkara No 15/Pid.Sus-
Anak/2014/PN.TNG)”,  Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah dan Hukum UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 2016. 
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dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara 
diwujudkan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak.Sistem Peradilan Anak 
adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan 
dengan hukum, mulai tahap penyelidikan, sampai dengan tahap 
pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem pengadilan anak yang 
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 telah diperbaharui 
melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum 
dalam masyarakat dan belum secara Komprehensif memberikan 
perlindungan Khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, 
terdapat perubahan fundamental dalam Undang-undang tersebut. 
Antaralain digunakannya pendekatan restorative justice melalui sistem 
diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak 
dariproses peradilan sehingga dapat menghindari stigma negatif terhadap 
anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali 
kelingkungan sosial secara wajar.2 
Cara penyelesaian perkara pidana hendaknya tidak terpaku pada teks 
Undang-Undang.  Tujuan yang hendak dicapai adalah bagaimana 
penyelesaian suatu perkara pidana dapat mengembalikan harmonisasi 
sosial yang seimbang antara pelaku,  korban dan masyarakat. Asas yang 
sangat dikenal sekarang dan coba diberlakukan yaitu restorative justice. 
Keadilan dalam restorative justice mengharuskan adanya upaya 
                                                             
2Ibid. 
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memulihkan atau mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan 
oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk 
dilibatkan dalam pemulihan tersebut. Merujuk pada hal di atas, kemudian 
direspon dengan adanya  penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan 
kemudian dengan munculnya Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Anak ini menghadirkan konsep diversi dan 
restorative justice yang bertujuan untuk memberikan perlindungan 
terhadap pelaku kejahatan, korban dan masyarakat pada umumnya sebagai 
sebuah bentuk penyelesaian perkara. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Restorative Justice 
merupakan proses penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak yang 
berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi dimulai dari korban,  
pelaku,  keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan aparat penegak 
hukum atau unsur lain yang dianggap penting di dalamnya untuk terlibat 
menyelesaikan konflik (Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012). 3 
 Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum atas 
penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui diversi. Dari hal 
inilah pelaksanaan diversi sudah dilakukan dengan konsep keadilan 
restorative dimana penyelesaiannya melibatkan korban dan pelaku serta 
                                                             
3Ach. Alif Suhaimi,”Analisis Yuridis Ketentuan Diversi dalam UU No 11 tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak”, Skripsi, tidak 
diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2013. 
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pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Diversi tidak hanya 
dilakukan di pengadilan melainkan di tiap tingkatan antara lain di tingkat 
penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Dalam tingkatan penyidikan, 
penyidik yang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang 
Pengadilan anak adalah Penyidik Anak. Dalam proses peradilan anak, 
struktur pidana yang selanjutnya berperan adalah Jaksa atau Penuntut 
Umum Anak, artinya yang berwenang untuk melakukan penuntutan 
terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Penuntut 
Umum Anak. Dan struktur peradilan pidana anak yang terakhir adalah 
hakim pemutus perkara anak nakal, dimana Undang-Undang Pengadilan 
Anak menentukan bahwa hakim pemutusnya adalah Hakim Anak. 4 
Sedangkan dalam hukum Islam, dikenal adanya pengampunan yaitu 
dengan menggunakan asas pemberian maaf dan asas musyawarah, Islam 
mengajarkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, baik didepan 
pengadilan maupun diluar pengadilan. Memberikan kesempatan  para 
pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa. 
Walaupun memang pemaafan terhadap tindakan kesalahan yang dilakukan 
orang yang belum dewasa disini berlaku mutlak jika berkaitan dengan hak 
Tuhan dan jika berkaitan dengan hak sesama manusia, maka pemaafan 
tersebut berlaku terhadap hukuman pokok namun bukan berarti bebas dari 
hukuman sama sekali. Dalam hal ini pelaku kenakan hukuman pengganti 
yang lebih ringan, yang berkaitan dengan pembunuhan, hukumannya 
                                                             
4 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana anak di indonesia (Jakarta: Grafindo Persada, 
2012) 
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bukan qisas melainkan Ta’zir (suatu tindakan yang bertujuan untuk 
menimbulkan penyesalan). 5 
Dalam penanganan kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri tentang 
pelaksanaan diversi yang dilakukan hakim tunggal (Ibu Siwi Rumbar 
Wigati, SH) telah berhasil melaksanakan diversi pada tahun 2016 dalam 
kasus perkara Pidana Penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak yang 
berusia 17 tahun yang terjadi di Wilayah Kecamatan  Jatisrono. Kasus 
yang terjadi di Pengadilan Wonogiri ini merupakan kasus langka, karena 
satu-satu nya kasus anak yang berhasil ditangani dengan menggunakan 
diversi. Berdasarkan uraian diatas pelaksanaan diversi terhadap pelaku 
anak menarik untuk diteliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Diversi 
Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum 
Islam” (Studi Kasus Penetapan Perkara Nomor 03/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Wng ).6 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi aturan diversi dalam penetapan perkara tindak 
pidana  yang dilakukan oleh anak sebagai Pelaku dalam Perkara Nomor 
03/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Wng. di Pengadilan Negeri Wonogiri? 
                                                             
5Hevi Yunita,”Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Diversi Perkara Anak  studi 
kasus di  Polres Tanggamus Lampung”,Skripsi,tidak diterbitkan,Jurusan Syariah IAIN  Raden 
Intan Lampung,Lampung, 2016 
6Putusan Pengadilan Negeri wonogiri Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN . Wng. 
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2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan diversi 
dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku 
dalam perkara Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Wng. di Pengadilan 
Negeri Wonogiri ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka 
penulisan penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui implementasi aturan diversi dalam penetapan 
perkara tindak pidana  yang dilakukan oleh anak sebagai Pelaku dalam 
perkara Nomor Perkara Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Wng. Di 
Pengadilan Negeri Wonogiri. 
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan 
diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai 
pelaku dalam perkara Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Wng. Di 
Pengadilan Negeri Wonogiri. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini 
memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis: Untuk memperkaya Khasanah ilmu dalam bidang 
hukum, khususnya yang menyangkut konsep lembaga pemasyarakatan 
anak. 
2. Manfaat  Praktis: sebagai sumbangan pemikiran dan bahan 
pertimbangan dalam usaha pembaharuan hukum nasional maupun 
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hukum Islam khususnya dalam upaya penegakkan hukum yang lebih 
mendekati keadilan.7 
 
E. Kerangka Teori 
1. Diversi 
a. Pengertian Diversi  
Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan 
wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak 
pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau 
menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan 
kebijakan yang dimilikinya.berdasarkan hal tersebut terdapat suatu 
kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan, maka  dari awal 
tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi 
kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang 
terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi 
kedua belah pihak.hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan 
diversi khususnya bagi tindak pidana anak,  dimana untuk 
mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi 
dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru 
yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis .8 
                                                             
7Ibid. 
8Marlina, “Penerapan Diversi diIndonesia “ dikutip dari https://doktormarlina.wordpress.com 
,diakses  27 November 2018 
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b. Tujuan Diversi 
 Menurut Levine konsep diversi dimulai dengan pendirian 
peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan 
anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi 
diperlakukan sama dengan orang dewasa. Prinsip utama pelaksanaan 
konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal 
dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki 
kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan 
pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan 
diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari 
penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan 
pemaksaan.9 
c. Pelaksanaan Diversi 
  Tindakan untuk tidak menahan dikarenakan menurut 
penilaian bahwa anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak 
pidana, anak masih dapat diperbaiki. Tindakan untuk menghindari 
penahanan tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan dalam 
Beijing Rules merupakan hak yang dimiliki oleh tersangka anak 
sebagaimana diatur dalam butir 13 the Beijing Rules, dijelaskan 
“penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai 
pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-
singkatnya. Berdasarkan ketentuan pasal 46 UU No. 3 Tahun 1997 
                                                             
9Ibid. 
 9 
 
 
tentang Pengadilan Anak, untuk kepentingan penuntutan jaksa 
melakukan penahanan selama 10 (sepuluh) hari, bila dalam jangka 
waktu tersebut belum selesai, maka diperpanjang 15 (lima belas) 
hari. Jika dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari berkas perkara 
belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus 
dikeluarkan dari tahanan demi hukum.10 
Anak pelaku tindak pidana yang menurut penilaian keseriusan 
tindak pidananya selanjutnya akan diproses oleh pihak penuntut 
umum untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Jaksa penuntut 
umum setelah mendapatkan laporan dari penyidik tentang kasusnya 
maka penuntut umum membuat rencana penuntutan terhadap kasus 
tersebut. Penuntut umum dalam melakukan penuntutan awalnya 
mengajukan rencana tuntutan terhadap anak untuk diserahkan 
kepada pimpinan selanjutnya pimpinan akan memberikan tanggapan 
atas rencana penuntutan yang diajukan. Keputusan tuntutan yang 
telah disetujui inilah yang akan diajukan ke lembaga pengadilan 
sebagai proses pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pihak 
pengadilan. 11 
2. Jarīmah 
a. Pengertian Jarīmah 
Suatu perbuatan dinamai jarīmah (tindak pidana, peristiwa 
pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan 
                                                             
10Ibid. 
11Ibid. 
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kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan 
atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama 
baik, perasaan ataupun hal-hal lain yang dijunjung tinggi 
keberadaannya.12 Penyebab perbuatan yang merugikan tersebut 
diantaranya adalah tabiat manusia yang cenderung pada sesuatu 
yang menguntungkan bagi dirinya walaupun hasil pilihan atau 
perbuatan tersebut merugikan orang lain. Kenyataan itu 
memerlukan kehadiran peraturan atau Undang-Undang. Akan 
tetapi, kehadiran peraturan tersebut menjadi tidak berarti tanpa 
adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi 
peraturan tersebut. 
b. Jenis Jarīmah 
Pada umumnya  para ulama membagi jenis jarīmahdalam 
tiga bagian berikut ini:  
1) Jarīmah Hudud 
 Jarīmah ḥudūd adalah suatu jarīmah yang bentuknya telah 
ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan 
bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara 
jelas, baik melalui Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Adapun 
jarīmahyang termasuk dalam kelompok hudud menurut Para 
Ulama ada tujuh macam jarīmah, yaitu zina (al-zina) ,menuduh 
                                                             
12Hakim Rahmad , Hukum Pidana Islam,Fiqh Jinayah, ( Bandung:Cv Pustaka Setia, 2010), 
hlm.17. 
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zina (al-qadaf), minum-miuman keras , pencurian (as-sariqah), 
perampokan (al-hirabah), pemberontakan (al-Bughat), dan 
murtad (ar-riddah).13 
2) Jarīmah qiṣāṣ dan Diyat 
Seperti halnya jarīmahḥudūd, jarīmahqiṣāṣdiyat pun telah 
ditentukan jenisnya maupun besar hukumannya. Yang menjadi 
perbedaan jarīmahqiṣāṣdan diyat dengan jarīmahhudud adalah 
jika jarīmahqiṣāṣdan diyat menjadi hak adami yaitu hak untuk 
membuka kesempatan pemaafan bagi pelaku jarīmaholeh orang 
yang menjadi korban, wali, atau ahli waris. Jadi, dalam hal ini, 
korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan pelaku 
jarimah, dengan meniadakan qiṣāṣ dan menggantikannya 
dengan diyat atau tidak meminta diyat sama sekali. Disamping 
terhalang oleh beberapa sebab, hukuman qiṣāṣ juga dapat gugur 
karena beberapa sebab antara lain:a.) tidak adanya tempat 
(objek) qishash, b.) pengampunan, c.) perdamaian (shulh).14 
”Yang dilarang“ tetap dituntut atas segala perbuatan dan 
tindakannya. Maka atas dasar itu, anak kecil baik mumayiz, 
ataupun belum mumayiz, meskipun segala ungkapan verbal atau 
perkataannya tidak diakui, tetapi ia mesti mengganti dengan 
hartanya apa saja kerugian dan kerusakan  yang ditimbulkannya. 
Baik bahaya atau kerugian itu berkaitan dengan harta benda 
                                                             
13 Ahmad wardi, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hlm. 194. 
14Hakim Rahmad , Hukum Pidana Islam,Fiqh Jinayah (Bandung: Pustaka Setia,2000).hlm 26-28 
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seperti merusaknya, ataupun berhubungan dengan jiwa seperti 
menganiaya atau membunuhnya. Atau mungkin sekadar 
memotong suatu anggota tubuh. Penggantian/jaminan mesti 
dilakukan sesegera mungkin tanpa menunggu masa dewasa,atau 
menunggu masa lepasnya al-hijr. Sebab anak adam itu 
dilahirkan dengan dibekali zhimmah jaminan yang cocok untuk 
untuk kewajiban mendapatkanatau membayar hak kepada orang 
lain. 15 
Adapun berhubungan dengan had dan qishash, untuk 
penegakkanya disyaratkan adanya ahliyyah tammah, kelayakan 
yang sempurna,berupa akal dan kedewasaan,sehingga had dan 
qiṣāṣitu tidak ditegakkan kepada anak kecil karena belum 
sempurna akalnya dan belum dewasa. Sebab perbuatan anak 
kecil itu merupakan perbuatan yang samar yang oleh karenanya 
had dan qishash mesti tidak diberlakukan. Perbuatan anak kecil 
itu tidak dapat dinilai sebagai pidana (jinayah) dan tidak berhak 
mendapatkan hukuman.Anak kecil juga bukan ahlinya atau 
belum layak mendapatkan hukuman fisik, baik dipukul ataupun 
dipenjara. Hanya ia mesti di didik demi kebaikan dan 
kesalehannya. Dan itu bukan sebagai siksaan baginya.16 
3) Jarimah ta’zi>r 
                                                             
15 Huzaemah Tahido Yanggo,  Fiqih Anak,  (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima,  2004),  hlm 213-
214 
16Ibid. 
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Ta’zi>r menurut arti katanya adalah at-’ta’dib artinya 
memberi pengajaran. Dalam fiqih jinayah, Ta’zir merupakan 
suatu bentuk jarīmah, yang bentuk atau macam jarīmah serta 
hukuman (sanksi) jarimah ini ditentukan penguasa. Jenis 
jarīmahini antara lain penjara, kurungan, hukuman mati dan lain 
sebagainya. Demikian pula  halnya dengan perbedaan tempat, di 
suatu tempat perbuatan itu dianggap sebagai jarīmah, namun di 
tempat lain justru dianjurkan. Pemberian kekuasaan dalam 
menentukan bentuk jarīmah ini kepada penguasa adalah agar 
mereka dapat dengan leluasa mengatur pemerintahannya sesuai 
dengan situasi dan kondisi wilayahnya, serta kemaslahatan 
daerahnya. Oleh karena itu, jarīmah ta’zi>r ini juga sering disebut 
dengan jarīmahkemaslahatan umum. 17 
Mengenai hukuman (sanksi), syara hanya menyebutkan 
bentuk-bentuk hukuman, dari yang seberat-beratnya sampai 
yang seringan-ringannya. Tanpa mengharuskan hukuman 
tertentu untuk jarīmah tertentu pula, seperti pada jarīmah ḥudūd 
dan qishash/diyat. Dalam menangani kasus jarīmahini, hakim 
diberikan keleluasaan. Dia bebas berijtihad untuk menentukan 
apa yang hendak dijatuhkan kepada pembuat jarīmah, sesuai 
dengan macam jarīmahdan keadaan si pembuat jarīmah. Seperti 
                                                             
17Ibid.., hlm.30 
 14 
 
 
telah disinggung di atas, jarimah ta’zi>r itu tidak terbilang dan 
tidak mungkin terbilang.18 
c. Sebab-sebab Terhapusnya Hukuman 
Adapun penyebab terhapusnya hukuman adalah sebagai 
berikut: 
1) Paksaan 
Paksaan adalah perbuatan yang keluar dari orang yang 
memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa, suatu 
keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan 
yang diperintahkan. 
2) Mabuk 
Syariat Islam melarang minuman Khamar, baik 
mengakibatkan mabuk atau tidak. Minuman Khamar termasuk 
jari>mah ḥudūd dan pelakunya dihukum dengan 80 jilid sebagai 
hukuman pokok. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi 
orang yang mabuk menurut pendapat yang kuat dari empat 
kalangan mazhab fiqh adalah tidak dijatuhi hukuman atas 
jari>mah yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau secara terpaksa 
                                                             
18Dewi, “Efektivitas Hukum Pidana Islam dalam Era Kontemporer” dikutip dari 
http://mmariberbagi.blogspot.com/2015/11/pengertian-jinayah-jarimah-dan-unsur, diakses 09 
November 2018 
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atau dengan kehendak sendiri, tetapi tidak mengetahui bahwa 
yang diminumnya mengakibatkan mabuk.19 
3) Gila (majnun) 
Seseorang dipandang sebagai mukallāfoleh syariat islam, 
artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia 
mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan memilih (idrak dan 
ikhtiar).  Apabila salah satu dari kedua perkara itu tidak ada, 
terhapuslah pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, 
orang gila tidak dikenakan hukum jarimah karena tidak 
mempunyai kekuatan berpikir dan memilih.20 
4) Dibawah Umur 
Anak dibawah umur dipandang belum dibebani hukum atau 
tidak termasuk mukallāf. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban 
hukum atasnya dan tidak ada pertanggungjawaban atas 
perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa.21 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan referensi yang 
berkaitan dengan judul ini, baik dari buku-buku, jurnal, skripsi, ataupun 
penelitian untuk landasan teori dalam penelitian ini. 
                                                             
19 Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam (FIQH JINAYAH) , (Bandung: Pustaka Setia, 2013) 
20Ibid. 
21Ibid. 
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Penelitian Skripsi Karya Ach. Alif Suhaimi (Universitas 
Brawijaya,fakultas Hukum), dengan judul “Analisis Yuridis Ketentuan 
Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak”. Dasar yang 
melatar belakangi dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini 
bahwa diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan diluar 
peradilan formal dengan tujuan menghindarkan anak dari stigmatisasi anak 
yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan tujuan diversi dalam 
The Beijing Rules. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah kasus yang 
diteliti peneliti penulis ini merupakan satu-satunya kasus anak yang 
berhasil ditangani dengan diversi di Pengadilan Negeri Wonogiri,22 
Jurnal Media Pembina Hukum Nasional karya dari Yutirsa Yunus 
“Analisis Konsep restorative justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem 
Peradilan Pidana Anak Di Indonesia ”. Kesimpulan dari penelitian ini 
Sistem diversi merupakan jalur Penyelesaian Kasus Pidana di luar Proses 
Hukum Formal yang dilandasi pada Konsep restorative justice kedua 
memiliki kesamaan karakteristik dalam hal penyelesaian masalah Pidana 
melalui  Musyawarah dengan melibatkan korban pelaku Aparat Penegak 
Hukum dan Masyarakat. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah 
perspektif hukum Islamnya, dalam penelitian ini hanya menggunakan  
                                                             
22Ach Alif Suhaimi ,”Analisis Yuridis Ketentuan Diversi dalam UU No 11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak”, Skripsi, tidak 
diterbitkan,Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2013 
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hukum positif,  sedangkan dalam penelitian penulis ada dua perspektif 
baik ditinjau dari hukum positif maupun hukum Islam 
Skripsi  dari Hevi Yunita dengan judul Penelitian ”Analisis Hukum 
Islam terhadap Pelaksanaan Diversi Perkara Anak (Studi Kasus di Polres 
Kab. Tanggamus, Lampung) “. Perbedaan dengan penelitian penulis 
adalah tempat dilakukannya penelitian dan penyelesaian diversi di instansi 
yang berbeda, dalam penelitian penulis tempatnya di wonogiri dan 
penyelesaian diversi berhasil dilakukan di Pengadilan Negeri Wonogiri23 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Jenis Penelitian yang digunakan dalam menyusun Penelitian ini 
adalah Penelitian Lapangan (field research) dengan menggunakan 
Pendekatan yuridis normatif, Penelitian ini bersifat deskriptif analitis 
yaitu mendeskripsikan hal-hal mengenai pelaksanaan diversi terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Wonogiri dengan 
Pendekatan Keadilan restorative justice. Analisis dilakukan secara 
kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan.  24     
2. Sumber Data  
Yang terdiri dari dua bahan hukum: 
a. Bahan Hukum Primer 
                                                             
23Hevi Yunita, ”Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Diversi Perkara Anak  studi kasus 
di Polres Tanggamus Lampung” ,Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN  Raden Intan 
Lampung, Lampung, 2016 
24 Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN Wng di Pengadilan Negeri Wonogiri 
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Bahan hukum yang digunakan penulis untuk penelitian ini 
adalah Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN Wng di 
Pengadilan Negeri Wonogiri dan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Selain itu dalam hukum Islam menggunakan Al-Quran, 
hadits-hadits yang berkaitan dengan Jarimah.25 
b.  Bahan Hukum Sekunder 
Bisa berupa informasi yang diperoleh dari buku-buku yang 
terkait, skripsi, hasil penelitian, wawancara, jurnal, dan lain 
sebagainya. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang diterapkan 
dalam Penelitian lapangan dilakukan melalui model interaksi 
langsung terhadap objek yang sedang diteliti baik melalui 
Wawancara sejauh mana diversi  Penganiayaan Tindak Pidana 
yang dilakukan Anak di pusat Pengadilan Negeri Wonogiri. Dalam 
pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara dengan ibu 
Siwi Rumbar wigati, S.H. Selaku Hakim yang menangani kasus 
diversi yang dilakukan oleh Anak Priyandoko Bin Samidin 
terhadap Korban Dimas Sakti Saputra bin Suratno. Serta bapak 
                                                             
25 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak 
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Yuswardi,S.H selaku Ketua Pengailan Negeri yang telah 
mengabulkan Permohonan Hakim untuk melakukan diversi.26 
b. Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai 
hal-hal yang berupa Dokumen, Adapun penelitian kepustakaan 
didapatkan melalui Dokumen, pengumpulan dan telaah bahan-
bahan bacaan seperti buku-buku, literatur lainnya, karya ilmiah, 
hasil penelitian, bahan makalah/seminar, dan berbagai macam 
peraturan perundang-undangan guna memperoleh referensi terkait 
dengan penelitian yang diteliti penulis, mengumpulkan data, dan 
menilai validitasnya untuk membantu penulis mengembangkan 
objek yang diteliti. 
4. Teknik Analisis Data 
 Teknik Analisis Data adalah Proses mencari dan menyusun 
secara sistematis data yang diperoleh oleh hasil wawancara, lapangan, 
dokumentasi dan Lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti 
tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Dalam 
penelitian ini yang digunakan adalah analisis data kualitatif dan 
diuraikan secara deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan hal-hal 
mengenai pelaksanaan diversi terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak di 
Pengadilan Negeri Wonogiri dengan Pendekatan Keadilan restorative 
justice. 
 
                                                             
26 Hasil wawancara dengan Hakim Siwi Rumbar Wigati,S.H, pada tanggal 06 November 2018, 
jam 11.00 WIB 
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H. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam 
skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai 
berikut:  
BAB I, yaitu Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan latar belakang 
masalah, tujuan, manfaat penulisan skripsi, Penelitian Terdahulu, Tinjauan 
Pustaka, Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Metode Penelitian yang 
didalamnya terdapat (jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik 
pengumpulan data), Teknik Analisis Data dalam penelitian ini yang 
digunakan adalah analisis data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif 
dengan menggunakan kerangka berfikir yaitu dengan pendekatan yuridis 
metode data yang bersifat deduktif yaitu metode menganalisa data yang 
bersifat umum yang diperoleh untuk kemudian diambil kesimpulan 
khusus, Sistematika Penulisan berisi deskripsi tata urutan penulisan 
dimulai dari BAB I hingga terakhir dan, Penutup yang berisi kesimpulan 
dan Saran.  
BAB II , Yaitu  TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK 
DIBAWAH UMUR,  dalam bab kedua ini adalah anak sebagai pelaku 
tindak pidana menurut hukum positif berupa berupa pengertian anak, dasar 
hukum pidana anak , faktor terjadinya tindak pidana, penyelesaian tindak 
pidana anak. Dan menurut hukum islam, berupa pengertian anak, dasar 
hukum pidana Islam , faktor terjadinya tindak pidana, penyelesaian tindak 
pidana anak. Diversi dalam penanganan tindak pidana anak yang berisi 
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pengertian diversi, tujuan diversi serta Peraturan perundang-undangan 
yang mengatur tentang diversi berupa Undang-Undang Nomor 11 tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
BAB III, PUTUSAN PERKARA NOMOR 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN 
Wng DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI, Pertimbangan Hakim 
dalam memutus putusan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN Wng Di 
Pengadilan Negeri Wonogiri berisi tentang Pengadilan Negeri Wonogiri, 
deskripsi penetapan serta penanganan perkara nomor 03/Pid.Sus-
Anak/2016/PN Wng Di Pengadilan Negeri Wonogiri.. 
BAB IV, Analisis yaitu berisi  uraian tentang analisa data penelitian 
dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori 
dan tinjauan umum. Pada bab ini penulis akan menganalisis implementasi 
aturan diversi dalam penetapan perkara tindak pidana  yang dilakukan oleh 
anak sebagai Pelaku dalam Perkara Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN. 
Wng. Di Pengadilan Negeri Wonogiri dan pandangan Hukum Islam 
terhadap Pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak sebagai pelaku dalam perkara Nomor 03/Pid.Sus-
Anak/2016/PN. Wng. di Pengadilan Negeri Wonogiri 
BAB V, Penutup yaitu berisi uraian kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR 
A. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Positif 
1. Pengertian Anak 
a. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak: 
  Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari 
pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui 
bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai 
berikut: 
1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 
2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 
angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak sama dengan frasa” dibawah umur 18 (delapan 
belas) tahun dalam pasal 1 konvensi tentang hak-Hak Anak yang 
telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.1 
                                                             
1 R. Wiyono,  Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 
hlm.12-13 
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Sedangkan untuk memberikan arti frasa “termasuk anak yang 
masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak agar dikaitkan 
dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa: 
“Anak yang ada didalam kandungan seorang perempuan, 
dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si 
anak menghendakinya.” 
Dalam hal ini yang dianggap “kepentigan si anak 
menghendaki” dalam Pasal 2 KUH Perdata, misalnya adalah 
berkaitan dengan masalah pewarisan atau dengan perkataan lain 
masalah pengoperan hak-hak (kewajiban-kewajiban) pewarisnya.2 
b.  Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak 
Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan: 
Untuk tujuan-tujuan konvensi  ini,seorang anak berarti  setiap 
manusia dibawah umur 18 ( deapan belas) tahun, kecuali menurut 
Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih 
awal. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights 
of the Child).  Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi 
dengan keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan 
salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 
                                                             
2Ibid. 
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Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 1 konvensi 
tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan pengertian tentang 
anak, yaitu semua orang yangberusia dibawah 18 (delapan belas) 
tahun, kecuali Undang-Undang menetapkan bahwa kedewasaan 
dicapai lebih awal.3 
c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Anak: 
Jika diperhatikan pengertian sistem Peradilan anak 
sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa sistem Peradilan Pidana 
Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
adalah sistem  mengenai proses penyelesaianperkara “anak yang 
berhadapan dengan hukum”. 
Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem 
Peradilan Pidana Anak,menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012, terdiri atas:4 
1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 
anak adalah anak yang berumur 12 (delapan belas) tahun, tetapi 
                                                             
3Ibid..hlm.13 
4Ibid..hlm.14 
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belum berumur  18 (delapan belas) tahun, yang diduga 
melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3)5 
2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya 
disebut dengan anak korban adalah anak yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental 
dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana 
(Pasal 1 angka 4).6 
3) Anak yang menjadi aksi tindak pidana yang selanjutnya disebut 
anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang dapat memberikan keterangan gua kepentingan 
penyidikkan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan 
tentang suatu perkara pidana yang didengar,dilihat dan 
ataudialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).7 
Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 angka 3 tersebut 
dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana.8 
2. Dasar Hukum Pidana Anak 
                                                             
5 Lihat  Pasal 1 ayat (3) UU Sistem Peradilan Anak. 
6 Lihat Pasal  1 ayat (4) UU Sistem Peradilan Anak. 
7Ibid..hlm. 15-16 
8Ibid. 
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Ketentuan hukum mengenai anak-anak khususnya bagi anak yang 
melakukan tindak pidana diatur dalam beberapa dasar hukum pidana 
anak, antara lain sebagai berikut: 
a. Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak menegaskan bahwa Kesejahteraan Anak adalah suatu tata 
kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin 
pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar,baik secara rohani, 
jasmani maupun sosial. Seorang anak sangatlah diperhatikan 
kesejahterannya baik itu anak yang tidakmempunyai orang tua,  
anak yang tidak mampu, anak terlantar, anak yang mengalami 
masalah kelakuan, anak cacat. Anak berhak atas atas atas 
kesejahteraan, perawatan, asuhan,  dan bimbingan berdasarkan 
kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan 
khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.9 
b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-
Undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, 
masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian 
kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi 
terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus 
berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan 
                                                             
9 UU No.4 Thn 1979-Kesejahteraan Anak dikutip dari  hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_79.htm 
diakses pada senin, 22 April 2019  
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perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, 
tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik 
bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang 
potensial, tangguh, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan 
persatuan bangsa dan negara.10 
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak ialah mengatur ketentuan hukum mengenai anak-
anak, khusunya bagi anak yang melakukan tindak pidana. 
Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-
Undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan 
dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa 
depannya yang masih panjang, pembedaan tersebut dimaksudkan 
untuk memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui 
pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia 
yang lebih baik lagi. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan 
Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian 
perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap 
penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah 
menjalani pidana.11 
3. Faktor terjadinya Tindak Pidana Anak 
                                                             
10 Undang-Undang  Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2013), penjelasan atas UU No.23 Th. 2002. 
11Undang-Undang  Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak, 
penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  
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 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak melakukan tindak 
pidana yang disebabkan oleh beberapa penyebab baik yang bersumber 
pada faktor intern maupun ektern adalah sebagai berikut: 
a. Faktor Intern 
 Faktor intern yaitu faktor kejahatan atau kenakalan yang 
berasal dari kemampuan fisik dan moral anak itu sendiri, seperti: 
1) Faktor pembawaan sejak lahir atau keturunan yang bersifat 
biologis, misalnya: cacat fisik, cacat mental, dan sebagainya. 
2) Jiwa anak yang masih terlalu labil. 
3) Tingkat intelegensi yang kurang menguntungkan, misalnya 
berpikir lamban atau kurang cerdas. 
4) Pemenuhan kebutuhan pokok yang tak seimbang dengan 
keinginan anak. 
5) Pembawaan (sifat atau watak) yang negatif, yang sulit 
diarahkan / dibimbing dengan baik, misalnya terlalu bandel. 
6) Tidak memiliki hobi dan bakat yang jelas dan kuat sehingga 
mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif.12 
b. Faktor Ektern 
                                                             
12Hevi Yunita, ”Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Diversi Perkara Anak  studi kasus 
di Polres Tanggamus Lampung” ,Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN  Raden Intan 
Lampung, Lampung, 2016 
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 Faktor ini disebabkan oleh jiwa anak yang masil labil, 
sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh faktor ektern.  Faktor ini 
berasal dari lingkup orang tua, keluarga, atau masyarakat yang 
kurang menguntungkan, seperti berikut: 
1) Kasih sayang orang tua yang kurang harmonis, kesenjangan 
kasih sayang orang tua dan anak, pemerataan kasih sayang 
yang tidak seimbang, dalam keluarga terjadi broken home. 
2) Adanya kesenjangan ekonomi 
3) Kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap 
anak, baik dalam pendidikan keluarga formal maupun 
masyarakat, dan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan 
orang tua.13 
4) Kurang tertanamnya rasa tanggung jawab yang terlatih dari 
rumah, seperti jadwal kegiatan tertentu bagi anak, misalnya: 
waktu belajar, membantu orang tua, bermain, belajar.14 
5) Bergaul dengan teman yang kurang menguntungkan. 
                                                             
13 Nashriana,  Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di indonesia(Jakarta: PT 
GrafindoPersada,  2012) hlm.40-41 
14Hevi Yunita, ”Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Diversi Perkara Anak  studi kasus 
di Polres Tanggamus Lampung” ,Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN  Raden Intan 
Lampung, Lampung, 2016 
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6) Lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak, 
misalnya: 
a) Rumah yang terlalu sempit. 
b) Berdekatan dengan tempat keramaian, seperti: pasar, 
industri, tempat hiburan, dan sebagainya. 
c) Berada ditempat yang kumuh. 
d) Berada dilingkungan anak-anak yang nakal. 
e) Tidak ada sarana yang sehat untuk menampung bakat dan 
prestasi.15 
4. Penyelesaian Tindak Pidana Anak 
 Dalam memberikan perlindungan hak terhadap anak yg berkonflik 
dengan hukum, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan 
hukum terhadap anak-anak di Indoneia dengan menerbitkan berbagai 
peraturan perundang-undangan yang merumuskan perlindungan 
terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satunya 
adalah Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak yang memberlakukan proses pemeriksan 
khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana yang penangannya 
melibatkan beberapa Lembaga Negara, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, 
Pengadilan, serta Departemen Sosial secara terpadu dengan 
                                                             
15ibid 
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mengedepankan kepentingan yang terbaik untuk anak.16
 Apabila kita telaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, Maka proses penyelesaian tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan dua cara yaitu:  
a. Proses penyelesaian diluar peradilan pidana  
 yang disebut dengan diversi  diatur dalam Bab dua, Pasal 6 
sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. 
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 
peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi 
bertujuan: 
1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak. 
2) Menyelesaiakan perkara anak diluar proses peradilan. 
3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan 
4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. 
5) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak (Menurut 
pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).17 
 Dalam proses perkara tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak harus diupayakan untuk dilakukannya diversi , baik dalam 
                                                             
16Ibid. 
17 R. Wiyono,  Sistem Peradilan  Pidana Anak Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 
hlm.40-41 
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tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di Pengadilan Negeri 
(Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).  Namun 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
1) Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 
Tahun. 
2) Bukan merupakan pengulan tindak pidana (pasal 7 ayat 2 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).18 
b. Proses penyelesaian melalui proses peradilan pidana 
 Dilakukan penyelesaian kasus anak melalui proses 
peradilan pidana apabila:  
1) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana 
penjara 7 tahun atau lebih. 
2) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan 
pengulangan. 
3) Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan. 
4) Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.19 
                                                             
18 Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum  Dengan Pendekatan  Diversi Yogyakarta: Nusa Media 
Yogyakarta, 2017) hlm. 37 
19Muliyawan, “Era baru Sistem Peradilan Anak” dikutip dari  http://www.pn-
palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-era-baru-sistem-peradilan-pidana-anak, diakses  23 April 
2019 
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 Proses penyelesaian tindak pidana anak melalui proses 
peradilan pidana pada prinsipnya tetap berpedoman pada 
ketentuan hukumacara pidana umum yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
Undang khusus yang mengatur tentang anak. Sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. Dalam proses penyelesaian pidana anak 
sama dengan pidana umum, yaitu diawali dari proses 
penyelidikan, penuntutan, dilanjutkan dengan pemeriksaan di 
sidang pengadilan.20 
 
B. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Anak 
  Dalam Sudut pandang yang dibangun agama khususnya dalam hal 
ini adalah agama Islam, anak merupakan  makhluk yang dhaif dan 
mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah ST 
dengan melalui Proses penciptaan, oleh karenaitu anak mempunyai 
kehidupan yang mulia dalam pandangan agama  Islam, maka anak 
harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir 
maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang 
                                                             
20Ibid. 
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berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam 
mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa 
mendatang. Dalam pengertian Islam anak adalah titipan Allah SWT 
kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara yang kelak 
akan memakmuran dunia sebagai rahmtan lila’lamin dan sebagai 
pewaris ajaran islam.21 
2. Dasar Hukum Pidana Islam 
 Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayāh. 
Fiqh jinayāh adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana 
atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallāf (orang 
yang dapat dibebani kewajiban). Sebagai hasil pemahaman atas dalil-
dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadits, tindak kriminal 
yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu 
ketentraman umum.22 
 Hukum Pidana Islam merupakan Syariat Allah Swt yang 
mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia 
maupun di akhirat, syariat Islam dimaksud secara materiil mengandung 
kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.Termasuk 
kewajiban orang tua terhadap anaknya, orang tua berkewajiban 
                                                             
21Iman Juhari, Advokasi Hak-Hak Anak ditinjau dari Hukum  Islam dan Peraturan Perundang-
Undangan Pustaka Bangsa, Medan, 2008, hlm 46 
22Hakim Rahmad , Hukum Pidana Islam,Fiqh Jinayah (Bandung: Pustaka Setia,2000).  hlm 
26-28 
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mendidik dan membangun akhlak yang baik terhadap anak sehingga 
anak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan 
norma agama. Dalam konteks pengertian ini hukum pidana sama 
dengan jari>mah, pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh 
imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut: 
 ٍّرِْيزْع َت ْوَأٍّ دَِبِاَهْ نَع َلَاَع َت ُاللهَرَجَز  ةَّيِعْرَش  تاَرُْوظَْمَ ُمِءاََرْلَْا 
Artinya: “ jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang 
oleh syara yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman had atau 
ta’zir.”23 
Sedangkan untuk tujuan hukum disebut dengan maqasid al-syariah, 
secara umum tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup 
manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial. Dengan kata 
lain untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak,  
dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah yang 
mudarat, yaitu tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Abu Ishaq al-
Shahibi merumuskan maqasid al-syariah menjadi lima bidang, yakni 
(1) untuk memelihara agama (hifdz al-din), (2) memelihara jiwa (hifdz 
al-nafs), (3) memelihara akal (hifdz al-aql), (4) memelihara keturunan 
(hifdz al-nasl), (5) memelihara harta (hifdz al-mal). Berdasarkan uraian 
diatas bahwa jelas tujuan hukum Isla termasuk juga hukum pidana, 
tidak hanya melindungi kepentingan individu tetapi juga kepentingan 
                                                             
23 Hadits Abu Daud Nomor 3822, dikutip dari https://tafsirq.com/id/hadits/abu-
daud?page=248diakses 23 april 2019 
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masyarakat dan negara, bahkan lebih dalam lagi adalah kepentingan 
yang berhubungan dengan keyakinan agama, jiwa, akal atau potensi 
berpikir, keturunan maupun harta kekayaan.24 
Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman jarimah dibagi menjadi 
tiga bagian yaitu: 
a. Jari>mah Ḥudūd 
 Jari>mah Hudud adalah suatu jari>mahyang bentuknya telah 
ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan 
bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, 
baik melalui Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Adapun jari>mah yang 
termasuk dalam kelompok hudud menurut Para Ulama ada tujuh 
macam jari>mah, yaitu zina (al-zina) ,menuduh zina (al-qadaf), 
minum-miuman keras , pencurian (as-sariqah), perampokan (al-
hirabah), pemberontakan (al-Bughat), dan murtad (ar-riddah). 
Dalam arti khusus had itu adalah hukuman yang telah ditentukan 
oleh syara dan merupakan hak Allah SWT, seperti potong tangan 
untuk jari>mahpencurian, dera seratus kali untuk jari>mahzina.25 
b. Jari>mah qiṣāṣ dan Diyat 
                                                             
24Mardani, Hukum Pidana Islam,Fiqh Jinayah (Jakarta: Prenada Media Group,2019).  
hlm 5-6 
25 Makhrus Munajat,  Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm.12 
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 Seperti halnya jarimah ḥudūd, jari>mahqishash diyat pun telah 
ditentukan jenisnya maupun besar hukumannya. Yang menjadi 
perbedaan jari>mah qiṣāṣ dan diyat dengan jarimah ḥudūd adalah jika 
jari>mah qiṣāṣdan diyat menjadi hak adami yaitu hak untuk membuka 
kesempatan pemaafan bagi pelaku jarimah oleh orang yang menjadi 
korban, wali, atau ahli waris. Ini berbeda  dengan hukuman had yang 
menjadi hak Allah semata. Hukum qiṣāṣ diyat penerapannya ada 
beberapa kemungkinan, seperti hukum qiṣāṣ bisa berubah menjadi 
diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan 
maka hukuman menjadi hapus.26 Yang termasuk dalam 
kategori jari>mah qiṣāṣ  diyat adalah: 
1) Pembunuhan sengaja ( al-qatl al-amd). 
2) Pembunuhan semi sengaja (al-qatl sibh al-amd). 
3) Pembunuhan keliru (al-qatl al-khata). 
4) Penganiayaan sengaja (al-jarh al-amd). 
5) Penganiayaan salah (al-jarh al-khata).27 
c. Jarimah Ta’zi>r 
Ta’zi>r menurut arti katanya adalah ta’di>b artinya memberi 
pengajaran. Dalam fiqih jinayāh, ta’zi>r merupakan suatu bentuk 
                                                             
26Ibid.,hlm 13 
27Ibid. 
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jari>mah, yang bentuk atau macam jari>mah serta hukuman (sanksi) 
jari>mah ini ditentukan penguasa. Dasar hukum Islam berasal dari Al-
Quran dan sunnah, yang bersifat rinci maupun bersifat umum. Sifat 
dasar hukum itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang 
memenuhi syarat untuk itu, demikian landasan dasar Hukum Islam 
yang tidak pernah terlepas dari tiga asas umum yaitu:28 
1) Asas Keadilan 
 Asas Keadilan adalah dasar yang penting dan mencakup 
semua dasar dalam hukum Islam, Allah SWT memerintahkan 
agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil 
walaupun terhadap diri sendiri, orang tua, dan keluarga dekat. 
Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa (4) ayat 135: 
 ِوَأ ْمُكِسُف َْنأ َٰىَلَع ْوَلَو َِّللَّ َءاَدَهُش ِطْسِقْلِبِ َينِماَّو َق اُونوُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َيَ
 َو ِنْيَدِلاَوْلا َينِبَر ْقَْلْا  ۗاَمِهِب َٰىَلْوَأُهَّللاَفًايرِقَفْوَأاًّيِنَغ ْ نُكَي ْنِإ  ۗ ِبَّت َتَلََف ْنَأ َٰىََوْلْا اوُع
 اوُلِدْع َت  ًۗايرَِبَنَوُلَمْع َتاَمَِبناَكَهَّلل َّنَِّإَفاوُضِرْع ُتْوَأاوُوْل َت ْنِإَو  
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu 
orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi 
karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak 
dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah 
lebih tahu kemaslahatannya, maka jangganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika 
kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 
                                                             
28 Ahmad wardi, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005) 
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maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa 
yang kamu kerjakan.29 
         Berdasarkan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa 
keadilan adalah dasar yang mendasari proses dan sasarn hukum 
islam. 
2) Asas Kepastian Hukum 
 Asas kepastian hukum adalah dasar yang menyatakan 
bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas 
kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada 
perbuatan itu. Dasar ini berdasarkan Al-Quran Surat Al-Isra (17) 
ayat 15: 
 ِهِسْف َِنل يِدَتْه َي َا َّنَِّإَف َٰىَدَتْها ِنَم
  ۗاَهْ يَلَعُّلِضَيَا َّنَِّإَفَّلَضْنَمَو  ۗ َٰىَرْخَُأرْزِو َةرِزاَوُرِزَتَلََو  ۗ ًلَوُسَر َثَع ْ ب َن َٰ ىَّتَحَنِيب  ِذَعُماَّنُكاَمَو  
Artinya: “ Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah 
(Allah), maka sesunggunya dia berbuat itu untuk (keselamatan) 
dirinya sendiri dan Barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya 
dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri, dan seseorang  
yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami 
tidak akan meng azab sebelum kami mengutus seorang Rasul.30 
3) Asas Pemberian maaf 
                                                             
29 Q.S. An-Nisa  ayat 135: 
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. 
Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka jangganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran Dan jika kamu memutar balikkan 
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala 
apa yang kamu kerjakan” 
30 Q.S. Al-Isra  ayat 15: 
“ Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesunggunya dia berbuat itu 
untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan Barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat 
bagi (kerugian) dirinya sendiri, dan seseorang  yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, 
dan kami tidak akan meng azab sebelum kami mengutus seorang Rasul 
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 Asas Kemanfaatan adalah dasar yang menyertai dasar 
keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan dasar 
keadilan dan kepastian hukum semestinya dipertimbangkan asas 
kemanfaatannya , baik kepada yang bersangkutan sendiri 
maupun kepada kepentingan masyarakat. Dasar asas ini Surat 
Al-Baqarah ayat 178:31 
 ِتُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اهَُّيأ َيَ ىَلْ تَقْلا فِ ُصاَصِقْلا ُمُكْيَلَع َب
  ۗ َٰىَث ُْنْلْاِب ََٰىث ُْنْلْاَوِدْبَعْلِبُِدْبَعْلاَو ُِرْلِْبُُِّرْلْا  ۗ ِهيِخَأْنِمُهَل َيِفُع ْ نَمَف   عاَِب تاَف  ءْيَش
 ٍّناَسْحِِبِ ِهْيَلِإ  ءاََدأَو ِفوُرْعَمْلِبِ
 ََ 32  مي َِل  بٌاَذَعُهَلَفَكِل ََٰذَدْع َب َٰىَدَتْعاِنَمَف  ۗ   ةَْحَْرَوْمُك ِبَرْ نِم فيِفْخَتَكِل ََٰذ  ۗ  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas 
kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; 
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, 
dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat 
suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi 
maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara 
yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan 
dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang 
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat 
pedih.33 
Sedangkan dalam hukum pidana islam sendiri mempunyai asas-
asas hukum pidana islam diantaranya: 
a) Asas Legalitas 
                                                             
31 Q.S. Al-Baqarah ayat 178 
 
33 Ibid. 
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Asas Legalitas adalah asas yang menyatakan tidak ada 
pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang-
Undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan Al-Quran 
Surat Al-Isra (17) ayat 15:34 
 ِهِسْف َِنل يِدَتْه َي َا َّنَِّإَف َٰىَدَتْها ِنَم 
 
  ۗاَهْ يَلَعُّلِضَيَا َّنَِّإَفَّلَضْنَمَو  ۗ َٰىَرْخَُأرْزِو َةرِزاَوُرِزَتَلََو  ۗ ْب َن َٰ ىَّتَحَنِيب  ِذَعُماَّنُكاَمَو
 ًلَوُسَر َثَع 
Artinya: “ Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan 
hidayah (Allah), maka sesunggunya dia berbuat itu untuk 
(keselamatan) dirinya sendiri dan Barangsiapa yang sesat 
maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya 
sendiri, dan seseorang  yang berdosa tidak dapat memikul 
dosa orang lain, dan kami tidak akan meng azab sebelum 
kami mengutus seorang Rasul.35 
b) Asas Larangan Memindahkan kesalahan kepada orang lain. 
Menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia baik ataupun 
jahat pasti akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas 
                                                             
34 Q.S. Al-Isra ayat 15: 
“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesunggunya dia berbuat itu 
untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan Barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat 
bagi (kerugian) dirinya sendiri, dan seseorang  yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, 
dankami tidak akan meng azab sebelum kami mengutus seorang Rasul. 
35Ibid. 
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ini terdapat diberbagai surat di Al-Quran salah satunya pada 
surat Al-Mudatstssir ayat 38:36 
  ةَنيِهَر ْتَبَسَك َابِ ٍّسْف َن ُّلُك 
Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang 
telah diperbuatnya”. 
 
 
 
c) Asas Praduga Tak Bersalah 
 Asas Praduga Tak Bersalah adalah asas yang mendasari 
bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan 
harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-
bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas 
kesalahnnya itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat Al-Quran 
yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan 
memindahkan kesalahan pada orang lain. 
 Sanksi dalam hukum Islam didasarkan atas tiga sistem yaitu 
ḥudūd, qiṣāṣ dan ta’zi>r. Ḥudūd adalah sanksi yang telah 
ditetapkan dalam Al-Quran. Qiṣāṣ adalah hukuman 
                                                             
36 Q.S. Al-Mudatstsir ayat 38: 
“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. 
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pembalasan, hukuman qishash bisa dibatalkan dengan syarat 
pihak keluarga korban memaafkan. Ta’zi>r merupakan sanksi 
yang bentuknya menjadi otoritas kebijakan pemerintah atau 
aparat penegak hukum, sanksi ini untuk memberikan efek jera 
untuk pelakunya.37 
3. Faktor terjadinya Tindak Pidana Anak 
 Pada dasarnya timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah 
karena adanya ketidaksadaran dan tanggungjawab dalam pembinaan 
anak di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat serta peran 
pemerintah dalam memperhatikan hak dan kesejahteraan anak, itulah 
sebabnya anak yang masih dibawah umur cenderung untuk melakukan 
apa yang mereka kehendaki seperti penyaluran keinginan mereka, 
sebagai akibatnya mereka cenderung melakukan sesuatu dengan 
kekerasan dan melanggar batas kesopanan  dan kesusilaan, sehingga 
mereka jatuh dan terlibat dengan apa yang  dinamakan dengan 
kenakalan dan kejahatan.38 
 Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT 
kepada setiap orang tua, berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua 
agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana 
mestinya. Namun seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan 
                                                             
37 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Prenada Media Group, 2019) 
38Ibid. 
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entah karena terhambatnya komunikasi atau minimnya pengetahuan 
kita selaku orang tua tentang bagaimana Islam memberikan tuntunan 
dan pedoman tentang memperlakukan anak sesuai proposinya. 39 
Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ada dua hal potensial yang akan 
mewarnai dan membentuk kepribadian anak yaitu orang tua yang 
melahirkan dan lingkungan yang membesarkannya. Allah SWT 
berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi (18) ayat 46:40 
 اَي ْن ُّدلا ِةاََيْلْا ُةَنِيز َنوُن َبْلاَو ُلاَمْلا  ۗ ْنِع رْ َيُتَُاِلْاَّصلُتُاَيِقاَبْلاَو ْيَخَوًبِاَو َثَك ِبَرَد ًلَََمأ  ر  
Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan 
dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih 
baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi 
harapan. 
Menghadapi era globalisasi pada masa sekarang ini, dimana ilmu 
pengetahuan dan tekhnologi berkembang sangat pesat dan hampir 
tidak terkendali, dapat berakibat buruk pada perkembangan fisik, 
psikis dan sosial kemasyarakatan anak. Anak-anak yang melakukan 
kejahatan pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru 
menyalahgunakan kontrol diri tersebut dan suka menegakkan standar 
tingkah laku sendiri , disamping meremehkan keberadaan orang lain.41 
4. Penyelesaian Tindak Pidana Anak 
                                                             
39Ibid. 
40Al-Quran Al-Hikmah, Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 46 (Bandung:Diponegoro) 
41 ibid 
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a. Dalam hukum pidana Islam, meskipun jelas ditegaskan bahwa 
seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap jari>mah yang 
telah diperbuatnya sendiri dan juga tidak bertanggungjawab atas 
perbuatan jari>mah oranglain. Akan tetapi untuk masalah anak, Islam 
memiliki pengecualian tersendiri ,dalam Al-Quran maupun hadits 
sendiri telah diteangkan bahwa seorang anak tidak dapat dimintakan 
pertanggungjawaban sebelum dewasa (bali>g). 42 Diriwayatkan 
Rasulullah SAW dalam sebuah hadits: 
 بَِأ ُنْب ُناَمْثُع اَن َث َّدَح ْنَع َةَمَلَس ُنْب ُداََّحْ َنََّر َبْخَأ َنوُراَه ُنْب ُدِيَزي اَن َث َّدَح َةَب ْ يَش
 ىَّلَص َِّللَّا َلوُسَر َّنَأ اَهْ نَع َُّللَّا َيِضَر َةَشِئاَع ْنَع ِدَوْسَْلْا ْنَع َميِهاَر ْبِإ ْنَع 
ٍّداََّحْ
 ٍَّةثَلََث ْنَع ُمَلَقْلا َعُِفر َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَل َت ْ بُمْلا ْنَعَو َظِقْي َتْسَي َّتََّح ِِمئاَّنلا ْنَع 
 َر ُبْكَي َّتََّح  ِِبَّصلا ْنَعَو ََأرْ ب َي َّتََّح 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu 
Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yazid bin 
Harun] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Hammad bin 
Salamah] dari [hammad] dari [Ibrahim] dari [Al Aswad] dari 
['Aisyah radliallahu 'anha] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat 
dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang 
gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia baligh."43 
Sementara dalam hukum Islam itu sendiri tidak memberi 
batasan umur terhadap anak selain kata bali>g, sebagai batas usia 
                                                             
42Ibid. 
43Hadits Abu Daud Nomor 3822, dikutip dari https://tafsirq.com/id/hadits/abu-
daud/3822diakses 24 April 2019 
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anak dianggap dewasa. Disamping banyaknya perbedaan pendapat 
diantara para ulama, hal ini menjadi sebuah persoalan karena akan 
menyulitkan hakim dalam menentukan hukuman kasus 
penganiayaan yang dilakukan oleh anak, sebab hukum pidana islam 
mengampuni anak-anak yang semestinya dijatuhkan bagi orang 
dewasa kecuali jika dia sudah bali>g dan mukallāf (orang yang 
dibebani hukum).44 
Seorang anak yang melakukan penganiayaan tidak termasuk 
dalam jari>mah ḥudūd yang diancam dalam hukuman had. Yaitu 
hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan menjadi hak Allah 
SWT. Seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan 
yang dianccam hukuman ta’zi>r. Pengertian ta’zi>r menurut bahasa 
ialah ta’di>b atau memberi pelajaran dan menurut istilah 
sebagaimana dikemukan oleh Imam Al-Mawardi yaitu “ta’zi>r itu 
adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum 
ditentukan hukumannya oleh  syara”45 
b. Dalam hukum Islam ada juga penyelesaian menggunakan 
pengampunan yang didasarkan pada asas pemberian maaf , 
pemaafan atau yang disebut dengan al-‘afw juga terulang dalam al-
Quran sebanyak 34 kali, 7 kali, 7 kali darinya berbicara tentang 
pemaafan, hal tersebut menunjukkan akhlaq saling memaafkan 
                                                             
44Ibid. 
45 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Prenada Media Group, 2019) hlm 50-51 
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menjadi bagian terpenting dalam kehidupan seorang muslim 
artinya ada konsekuensi terentu bila seseorang memaafkan atau 
tidak memaafkan terhadap seseorang yang pernah berbuat 
kesalahan kepadanya. Oleh karenanya Al-‘afwu  (memaafkan) 
adalah salah satu sifat orang yang bertaqwa kepada Allah 
sebagaimana Al-Quran menjelaskannya dalam QS. Ali Imran: 134. 
Ayat tersebut mendeskripsikan sikap seorang muslim yang 
bertaqwa akan menghadapi seseorang yang melakukan kekeliruan 
terhadapnya dengan tiga cara , yaitu menahan amarah, memaafkan 
dan berbuat baik terhadap siapapun yang berbuat kesalahan 
kepadanya..46 
c. Dalam asas hukum pidana Islam menjelaskan bahwa suatu 
perbuatan baru dianggap sebagai jari>mah (tindak pidana), apabila 
sebelumnya sudah ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan 
tersebut dan mengancamnya dengan hukuman, dengan kata lain, 
tidak seorang pun dapat didakwa atas suatu kejahatan atau dijatuhi 
hukuman kecuali ada ketentuannya dalam Undang-Undang, 
ketentuan ini dalam hukum positif disebut dengan istilah asas 
legalitas.47 
                                                             
46Azam Bahtiar, “Al-‘Afw dalam pemikiran al-Syatibi dan Jamal al-Banna; Studi  Komparataif 
“, dalam jurnal Sintetis Volume 3 No.1 Juni 2009 
47 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Prenada Media Group, 2019) hlm.26 
 48 
 
 
 Dalam menentukan adanya unsur melawan hukum maka 
faktor niat pelaku jarimah sangat menetukan berat ringannya 
hukuman bagi pelaku jari>mah, karena itulah jarimah yang 
dilakukan tetap dikenakan hukuman untuk kemaslahatan dan 
bersifat mendidik. Disamping itu ada empat alasan yang dapat 
menghapus pertanggungjawaban pidana yaitu: terpaksa, mabuk, 
gila dan belum dewasa (bali>g). Keempat unsur tersebut tidak 
menyebabkan perbuatan jari>mah yang telah dilakukan berubah 
menjadi boleh, esensi jari>mah tetap sebagai perbuatan yang 
melawan hukum, namun hukumannya dihapus dan diganti dengan 
hukuman ta’zi>r.48 
C. Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Anak 
1. Sejarah dan Pengertian Diversi 
  Didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  
disebutkan : “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan 
anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang 
berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa 
depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan pada anak 
agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi 
manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri 
sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun dalam 
                                                             
48Ibid hlm.45-47. 
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pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap 
anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, 
selain itu Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan 
kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif 
memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan 
dengan hukum”.49 
  Untuk  menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan 
pidana terhadap anak ini, United Nations Standard Minimum Rules for 
the Administrator of Juvenile (The Beijing Rules) telah memberikan 
pedoman sebagai upaya meenghindari efek negatif tersebut, yaitu 
dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum 
mengambil tindakan kebijakan  dalam menangani atau menyelesaikan 
masala pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara 
lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses 
pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat 
dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.50 
Tindakan-tindakan ini disebut diversi (diversion) sebagaimana 
tercantum dalam Rule 11.1, 11.2, dan 17.4 SMRIJ (The Beijing Rules) 
tersebut. Dengan adanya tindakan diversi ini, diharapkan akan 
mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses 
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pengadilan tersebut. Ide diversi yang dirancangkan dalam SMRIJ (The 
Beijing Rules) sebagai standard internasional dalam penyelenggaraan 
peradilan anak ini, pada pertemuan para ahli PBB tentang “Children 
and Juveniles in Detentions of human Rights standards” di Viena, 
Austria tanggal 30 oktober sampai 4 November 1994. Dalam hal ini 
telah menghimbau seluruh negara bahwa mulai tahun 2000, untuk 
mengimplementasikan The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines and 
The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of 
Their Liberty”. 51 
Di Indonesia ide diversi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam 
Seminar Nasional Peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas 
Hukum Universitas Pajajaran bandung tanggal 5 oktober 1996. Secara 
formal ide diversi tersebut belum dicantumkan dalam Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 dan baru dicantumkan dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
ketentuan-ketentuan tentang diversi , terdapat dalam pasal 6 sampai 
dengan pasal 14. Adapun dalam Pasal 15 menentukan bahwa pedoman 
pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan 
diversi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sampai 
sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum diterapkan.52 
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  Sedangkan Apa yang dimaksud dengan diversi ? Menurut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada 
Pasal 1 angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 
peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Terhadap apa yang 
dimaksud dengan diversi  tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut 
  Berdasarkan pada United Nations standard Minimum Rules for the 
Administration of juveniles Justice (The Beijing Rules), apa yang 
dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat 
penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksnaan 
dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan 
tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau 
meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan atau mengembalikan 
atau menyerahkan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kegiatan 
pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan didalam 
semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak 
negatif keterlibtan anak dalam proses peradilan tersebut.53 
2. Tujuan Diversi 
  Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas 
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mengenai keadilan restorative dan diversi. Hal ini dimaksudkan untuk 
menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga 
dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial 
secara wajar. Maksud dari diversi tersebut kemudian dijabarkan dalam 
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menentukan 
bahwa tujuan dari diversi adalah: 
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak. 
b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan. 
c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan. 
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan 
e. Menanamkan rasa tanggung jawab. 54 
Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, 
setiap aparatur penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan 
Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harusmempunyai tujuan 
yang sama sebagaimana dimaksud oleh pasal 6. Jika salah satu dari 
aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversi sampai 
mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparatur penegak yang lain, 
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maka Sistem Peradilan Pidana Anak tidak akan berhasil sebagaimana 
dikeendaki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.55 
3. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012: 
  Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana 
Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam 
pasal 24  ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. 
Substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain, mengenai 
penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan 
di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).56 
   Substansi  yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini 
adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan 
diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak 
dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap 
anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat 
kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat 
diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal 
tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan 
restorative,baik anak maupun bagi korban.57 
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  Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini 
mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang 
berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan 
tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Diversi dalam Sistem 
Peradilan Pidana Anak diatur pada Pasal 6 sampai dengan pasal 15 
Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 dalam pelaksanaan, tujuan, 
proses dan penyidikan serta hasil diversi diatur pada pasal 6, 7, 8, 9 dan 
11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ,yaitu:58 
Pasal 6 
Diversi bertujuan: 
a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak. 
b. Menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan. 
c. Menghindari Anak dari perampasan kemerdekaan. 
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan 
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.59 
Pasal 7 
1) Pada tingkat penyidikan, penuntun dan pemeriksaan perkara Anak di 
pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. 
2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal 
tindak pidana yang dilakukan: 
a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan 
b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.60 
                                                             
58 Lihat Pasal 6, 7, 8, 11 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. 
59 Lihat Pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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Pasal 8 
1) Proes Diversi dilakukan melaui musyawarah dengan melibatkan 
Anak dan orang tua / Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, 
Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional 
berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. 
2) Dalam hal diperlukan musyawarah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau 
masyarakat. 
3) Proses diversi wajib memperhatikan: 
a) Kepentingan koban; 
b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak; 
c) Penghindaran stigma negatif; 
d) Penghindaran pembalasan; 
e) Keharmonisan masyarakat; dan 
f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.61 
Pasal 9 
1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi 
harus mempertimbangkan: 
a) Kategori tindak pidana; 
b) Umur Anak 
c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan 
d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. 
2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban 
dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan 
keluarganya, kecuali untuk: 
a) Tindak pidana yang berupa pelanggaran; 
b) Tindak pidana ringan; 
c) Tindak pidana tanpa korban, atau 
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d) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.62 
 
Pasal 10 
1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang 
berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa 
korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah 
minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 
ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/ atau 
keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan serta dapat melibatkan 
tokoh masyarakat. 
2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing 
Kemasyarakatan dapat berbentuk: 
a) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban; 
b) Rehabilitasi medis dan psikososial; 
c) Penyerahan kembali kepada orang tua / Wali; 
d) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga 
pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau 
e) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.63 
Pasal 11 
Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk antara lain: 
a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 
b) Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; 
c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga 
pendidikan atau LPKS paling lama 3(tiga) bulan; atau 
d) Pelayanan masyarakat.64 
                                                             
62 Lihat Pasal 9 ayat (1), (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak. 
63Lihat Pasal 10 ayat (1), (2), UU Sistem Peradilan Pidana Anak.2 
64Lihat Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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BAB II 
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR 
A. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Positif 
1. Pengertian Anak 
a. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak: 
  Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari 
pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui 
bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai 
berikut: 
1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 
2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 
angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak sama dengan frasa” dibawah umur 18 (delapan 
belas) tahun dalam pasal 1 konvensi tentang hak-Hak Anak yang 
telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.65 
                                                             
65 R. Wiyono,  Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 
hlm.12-13 
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Sedangkan untuk memberikan arti frasa “termasuk anak yang 
masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak agar dikaitkan 
dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa: 
“Anak yang ada didalam kandungan seorang perempuan, 
dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si 
anak menghendakinya.” 
Dalam hal ini yang dianggap “kepentigan si anak 
menghendaki” dalam Pasal 2 KUH Perdata, misalnya adalah 
berkaitan dengan masalah pewarisan atau dengan perkataan lain 
masalah pengoperan hak-hak (kewajiban-kewajiban) pewarisnya.66 
b.  Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak 
Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan: 
Untuk tujuan-tujuan konvensi  ini,seorang anak berarti  setiap 
manusia dibawah umur 18 ( deapan belas) tahun, kecuali menurut 
Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih 
awal. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights 
of the Child).  Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi 
dengan keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan 
salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 
                                                             
66Ibid. 
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Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 1 konvensi 
tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan pengertian tentang 
anak, yaitu semua orang yangberusia dibawah 18 (delapan belas) 
tahun, kecuali Undang-Undang menetapkan bahwa kedewasaan 
dicapai lebih awal.67 
c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Anak: 
Jika diperhatikan pengertian sistem Peradilan anak 
sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa sistem Peradilan Pidana 
Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
adalah sistem  mengenai proses penyelesaianperkara “anak yang 
berhadapan dengan hukum”. 
Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem 
Peradilan Pidana Anak,menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012, terdiri atas:68 
1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 
anak adalah anak yang berumur 12 (delapan belas) tahun, 
                                                             
67Ibid..hlm.13 
68Ibid..hlm.14 
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tetapi belum berumur  18 (delapan belas) tahun, yang diduga 
melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3)69 
2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya 
disebut dengan anak korban adalah anak yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental 
dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana 
(Pasal 1 angka 4).70 
3) Anak yang menjadi aksi tindak pidana yang selanjutnya disebut 
anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang dapat memberikan keterangan gua kepentingan 
penyidikkan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan 
tentang suatu perkara pidana yang didengar,dilihat dan 
ataudialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).71 
Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 angka 3 tersebut 
dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana.72 
 
                                                             
69 Lihat  Pasal 1 ayat (3) UU Sistem Peradilan Anak. 
70 Lihat Pasal  1 ayat (4) UU Sistem Peradilan Anak. 
71Ibid..hlm. 15-16 
72Ibid. 
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2. Dasar Hukum Pidana Anak 
Ketentuan hukum mengenai anak-anak khususnya bagi anak yang 
melakukan tindak pidana diatur dalam beberapa dasar hukum pidana 
anak, antara lain sebagai berikut: 
a. Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak menegaskan bahwa Kesejahteraan Anak adalah suatu tata 
kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin 
pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar,baik secara 
rohani, jasmani maupun sosial. Seorang anak sangatlah 
diperhatikan kesejahterannya baik itu anak yang 
tidakmempunyai orang tua,  anak yang tidak mampu, anak 
terlantar, anak yang mengalami masalah kelakuan, anak cacat. 
Anak berhak atas atas atas kesejahteraan, perawatan, asuhan,  
dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam 
keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan 
berkembang dengan wajar.73 
b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas 
Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, 
                                                             
73 UU No.4 Thn 1979-Kesejahteraan Anak dikutip dari  hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_79.htm 
diakses pada senin, 22 April 2019  
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keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan 
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus 
demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut 
harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan 
dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun 
sosial, tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan 
terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang 
potensial, tangguh, serta berkemauan keras menjaga kesatuan 
dan persatuan bangsa dan negara.74 
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak ialah mengatur ketentuan hukum 
mengenai anak-anak, khusunya bagi anak yang melakukan 
tindak pidana. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur 
dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih 
memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak 
dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, 
pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan 
kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati 
dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Undang-
Undang tentang Sistem Peradilan Anak mengatur mengenai 
keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan 
                                                             
74 Undang-Undang  Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2013), penjelasan atas UU No.23 Th. 2002. 
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dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap 
pembimbingan setelah menjalani pidana.75 
3. Faktor terjadinya Tindak Pidana Anak 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak melakukan tindak 
pidana yang disebabkan oleh beberapa penyebab baik yang bersumber 
pada faktor intern maupun ektern adalah sebagai berikut: 
a. Faktor Intern 
 Faktor intern yaitu faktor kejahatan atau kenakalan yang 
berasal dari kemampuan fisik dan moral anak itu sendiri, seperti: 
1) Faktor pembawaan sejak lahir atau keturunan yang bersifat 
biologis, misalnya: cacat fisik, cacat mental, dan sebagainya. 
2) Jiwa anak yang masih terlalu labil. 
3) Tingkat intelegensi yang kurang menguntungkan, misalnya 
berpikir lamban atau kurang cerdas. 
4) Pemenuhan kebutuhan pokok yang tak seimbang dengan 
keinginan anak. 
5) Pembawaan (sifat atau watak) yang negatif, yang sulit 
diarahkan / dibimbing dengan baik, misalnya terlalu bandel. 
                                                             
75Undang-Undang  Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak, 
penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  
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6) Tidak memiliki hobi dan bakat yang jelas dan kuat sehingga 
mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif.76 
b. Faktor Ektern 
 Faktor ini disebabkan oleh jiwa anak yang masil labil, 
sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh faktor ektern.  Faktor ini 
berasal dari lingkup orang tua, keluarga, atau masyarakat yang 
kurang menguntungkan, seperti berikut: 
1) Kasih sayang orang tua yang kurang harmonis, kesenjangan 
kasih sayang orang tua dan anak, pemerataan kasih sayang 
yang tidak seimbang, dalam keluarga terjadi broken home. 
2) Adanya kesenjangan ekonomi 
3) Kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap 
anak, baik dalam pendidikan keluarga formal maupun 
masyarakat, dan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan 
orang tua.77 
                                                             
76Hevi Yunita, ”Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Diversi Perkara Anak  studi kasus 
di Polres Tanggamus Lampung” ,Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN  Raden Intan 
Lampung, Lampung, 2016 
77 Nashriana,  Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di indonesia(Jakarta: PT 
GrafindoPersada,  2012) hlm.40-41 
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4) Kurang tertanamnya rasa tanggung jawab yang terlatih dari 
rumah, seperti jadwal kegiatan tertentu bagi anak, misalnya: 
waktu belajar, membantu orang tua, bermain, belajar.78 
5) Bergaul dengan teman yang kurang menguntungkan. 
6) Lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak, 
misalnya: 
a) Rumah yang terlalu sempit. 
b) Berdekatan dengan tempat keramaian, seperti: pasar, 
industri, tempat hiburan, dan sebagainya. 
c) Berada ditempat yang kumuh. 
d) Berada dilingkungan anak-anak yang nakal. 
e) Tidak ada sarana yang sehat untuk menampung bakat dan 
prestasi.79 
4. Penyelesaian Tindak Pidana Anak 
 Dalam memberikan perlindungan hak terhadap anak yg berkonflik 
dengan hukum, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan 
hukum terhadap anak-anak di Indoneia dengan menerbitkan berbagai 
                                                             
78Hevi Yunita, ”Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Diversi Perkara Anak  studi kasus 
di Polres Tanggamus Lampung” ,Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN  Raden Intan 
Lampung, Lampung, 2016 
79ibid 
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peraturan perundang-undangan yang merumuskan perlindungan 
terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satunya 
adalah Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak yang memberlakukan proses pemeriksan 
khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana yang penangannya 
melibatkan beberapa Lembaga Negara, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, 
Pengadilan, serta Departemen Sosial secara terpadu dengan 
mengedepankan kepentingan yang terbaik untuk anak.80
 Apabila kita telaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, Maka proses penyelesaian tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan dua cara yaitu:  
c. Proses penyelesaian diluar peradilan pidana  
 yang disebut dengan diversi  diatur dalam Bab dua, Pasal 6 
sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. 
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 
peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi 
bertujuan: 
1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak. 
2) Menyelesaiakan perkara anak diluar proses peradilan. 
3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan 
                                                             
80Ibid. 
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4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. 
5) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak (Menurut pasal 
6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).81 
 Dalam proses perkara tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak harus diupayakan untuk dilakukannya diversi , baik dalam 
tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di Pengadilan Negeri 
(Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).  Namun 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
3) Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 
Tahun. 
4) Bukan merupakan pengulan tindak pidana (pasal 7 ayat 2 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).82 
d. Proses penyelesaian melalui proses peradilan pidana 
 Dilakukan penyelesaian kasus anak melalui proses 
peradilan pidana apabila:  
5) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana 
penjara 7 tahun atau lebih. 
                                                             
81 R. Wiyono,  Sistem Peradilan  Pidana Anak Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 
hlm.40-41 
82 Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum  Dengan Pendekatan  Diversi Yogyakarta: Nusa Media 
Yogyakarta, 2017) hlm. 37 
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6) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan 
pengulangan. 
7) Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan. 
8) Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.83 
 Proses penyelesaian tindak pidana anak melalui proses 
peradilan pidana pada prinsipnya tetap berpedoman pada 
ketentuan hukumacara pidana umum yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
Undang khusus yang mengatur tentang anak. Sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. Dalam proses penyelesaian pidana anak 
sama dengan pidana umum, yaitu diawali dari proses 
penyelidikan, penuntutan, dilanjutkan dengan pemeriksaan di 
sidang pengadilan.84 
 
D. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Anak 
                                                             
83Muliyawan, “Era baru Sistem Peradilan Anak” dikutip dari  http://www.pn-
palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-era-baru-sistem-peradilan-pidana-anak, diakses  23 April 
2019 
84Ibid. 
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  Dalam Sudut pandang yang dibangun agama khususnya dalam hal 
ini adalah agama Islam, anak merupakan  makhluk yang dhaif dan 
mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah ST 
dengan melalui Proses penciptaan, oleh karenaitu anak mempunyai 
kehidupan yang mulia dalam pandangan agama  Islam, maka anak 
harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir 
maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang 
berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam 
mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa 
mendatang. Dalam pengertian Islam anak adalah titipan Allah SWT 
kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara yang kelak 
akan memakmuran dunia sebagai rahmtan lila’lamin dan sebagai 
pewaris ajaran islam.85 
2. Dasar Hukum Pidana Islam 
 Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayāh. 
Fiqh jinayāh adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana 
atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallāf (orang 
yang dapat dibebani kewajiban). Sebagai hasil pemahaman atas dalil-
dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadits, tindak kriminal 
                                                             
85Iman Juhari, Advokasi Hak-Hak Anak ditinjau dari Hukum  Islam dan Peraturan Perundang-
Undangan Pustaka Bangsa, Medan, 2008, hlm 46 
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yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu 
ketentraman umum.86 
 Hukum Pidana Islam merupakan Syariat Allah Swt yang 
mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia 
maupun di akhirat, syariat Islam dimaksud secara materiil mengandung 
kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.Termasuk 
kewajiban orang tua terhadap anaknya, orang tua berkewajiban 
mendidik dan membangun akhlak yang baik terhadap anak sehingga 
anak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan 
norma agama. Dalam konteks pengertian ini hukum pidana sama 
dengan jari>mah, pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh 
imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut: 
  تاَرُْوظَْمَ ُمِءاََرْلَْا  ٍّرِْيزْع َت ْوَأٍّ دَِبِاَهْ نَع َلَاَع َت ُاللهَرَجَز  ةَّيِعْرَش  
Artinya: “ jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang 
oleh syara yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman had atau 
ta’zir.”87 
Sedangkan untuk tujuan hukum disebut dengan maqasid al-syariah, 
secara umum tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup 
manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial. Dengan kata 
lain untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak,  
                                                             
86Hakim Rahmad , Hukum Pidana Islam,Fiqh Jinayah (Bandung: Pustaka Setia,2000).  hlm 
26-28 
87 Hadits Abu Daud Nomor 3822, dikutip dari https://tafsirq.com/id/hadits/abu-
daud?page=248diakses 23 april 2019 
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dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah yang 
mudarat, yaitu tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Abu Ishaq al-
Shahibi merumuskan maqasid al-syariah menjadi lima bidang, yakni 
(1) untuk memelihara agama (hifdz al-din), (2) memelihara jiwa (hifdz 
al-nafs), (3) memelihara akal (hifdz al-aql), (4) memelihara keturunan 
(hifdz al-nasl), (5) memelihara harta (hifdz al-mal). Berdasarkan uraian 
diatas bahwa jelas tujuan hukum Isla termasuk juga hukum pidana, 
tidak hanya melindungi kepentingan individu tetapi juga kepentingan 
masyarakat dan negara, bahkan lebih dalam lagi adalah kepentingan 
yang berhubungan dengan keyakinan agama, jiwa, akal atau potensi 
berpikir, keturunan maupun harta kekayaan.88 
Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman jarimah dibagi menjadi 
tiga bagian yaitu: 
a. Jari>mah Ḥudūd 
 Jari>mah Hudud adalah suatu jari>mahyang bentuknya telah 
ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan 
bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, 
baik melalui Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Adapun jari>mah yang 
termasuk dalam kelompok hudud menurut Para Ulama ada tujuh 
macam jari>mah, yaitu zina (al-zina) ,menuduh zina (al-qadaf), 
                                                             
88Mardani, Hukum Pidana Islam,Fiqh Jinayah (Jakarta: Prenada Media Group,2019).  
hlm 5-6 
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minum-miuman keras , pencurian (as-sariqah), perampokan (al-
hirabah), pemberontakan (al-Bughat), dan murtad (ar-riddah). 
Dalam arti khusus had itu adalah hukuman yang telah ditentukan 
oleh syara dan merupakan hak Allah SWT, seperti potong tangan 
untuk jari>mahpencurian, dera seratus kali untuk jari>mahzina.89 
b. Jari>mah qiṣāṣ dan Diyat 
 Seperti halnya jari>mah ḥudūd, jari>mahqishash diyat pun telah 
ditentukan jenisnya maupun besar hukumannya. Yang menjadi 
perbedaan jari>mah qiṣāṣ dan diyat dengan jarimah ḥudūd adalah jika 
jari>mah qiṣāṣdan diyat menjadi hak adami yaitu hak untuk membuka 
kesempatan pemaafan bagi pelaku jari>mah oleh orang yang menjadi 
korban, wali, atau ahli waris. Ini berbeda  dengan hukuman had yang 
menjadi hak Allah semata. Hukum qiṣāṣ diyat penerapannya ada 
beberapa kemungkinan, seperti hukum qiṣāṣ bisa berubah menjadi 
diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan 
maka hukuman menjadi hapus.90 Yang termasuk dalam 
kategori jari>mah qiṣāṣ  diyat adalah: 
1) Pembunuhan sengaja ( al-qatl al-amd). 
2) Pembunuhan semi sengaja (al-qatl sibh al-amd). 
3) Pembunuhan keliru (al-qatl al-khata). 
                                                             
89 Makhrus Munajat,  Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm.12 
90Ibid.,hlm 13 
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4) Penganiayaan sengaja (al-jarh al-amd). 
5) Penganiayaan salah (al-jarh al-khata).91 
c. Jari>mah Ta’zi>r 
Ta’zi>r menurut arti katanya adalah ta’di>b artinya memberi 
pengajaran. Dalam fiqih jinayāh, ta’zi>r merupakan suatu bentuk 
jari>mah, yang bentuk atau macam jari>mah serta hukuman (sanksi) 
jari>mah ini ditentukan penguasa. Dasar hukum Islam berasal dari Al-
Quran dan sunnah, yang bersifat rinci maupun bersifat umum. Sifat 
dasar hukum itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang 
memenuhi syarat untuk itu, demikian landasan dasar Hukum Islam 
yang tidak pernah terlepas dari tiga asas umum yaitu:92 
1) Asas Keadilan 
 Asas Keadilan adalah dasar yang penting dan mencakup 
semua dasar dalam hukum Islam, Allah SWT memerintahkan 
agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil 
walaupun terhadap diri sendiri, orang tua, dan keluarga dekat. 
Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa (4) ayat 135: 
                                                             
91Ibid. 
92 Ahmad wardi, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005) 
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 ِوَأ ْمُكِسُف َْنأ َٰىَلَع ْوَلَو َِّللَّ َءاَدَهُش ِطْسِقْلِبِ َينِماَّو َق اُونوُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َيَ
 َينِبَر ْقَْلْاَو ِنْيَدِلاَوْلا  ۗاَمِهِب َٰىَلْوَأُهَّللاَفًايرِقَفْوَأاًّيِنَغ ْ نُكَي ْنِإ  ۗ ِبَّت َتَلََف ََوْلْا اوُع ْنَأ َٰى
 اوُلِدْع َت  ۗ ُوْل َت ْنِإَوًايرَِبَنَوُلَمْع َتاَمَِبناَكَهَّلل َّنَِّإَفاوُضِرْع ُتْوَأاو  
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu 
orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi 
karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak 
dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah 
lebih tahu kemaslahatannya, maka jangganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika 
kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 
maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa 
yang kamu kerjakan.93 
         Berdasarkan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa 
keadilan adalah dasar yang mendasari proses dan sasarn hukum 
islam. 
2) Asas Kepastian Hukum 
 Asas kepastian hukum adalah dasar yang menyatakan 
bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas 
kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada 
perbuatan itu. Dasar ini berdasarkan Al-Quran Surat Al-Isra (17) 
ayat 15: 
                                                             
93 Q.S. An-Nisa  ayat 135: 
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. 
Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka jangganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran Dan jika kamu memutar balikkan 
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala 
apa yang kamu kerjakan” 
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 ِهِسْف َِنل يِدَتْه َي َا َّنَِّإَف َٰىَدَتْها ِنَم
  ۗ َلَعُّلِضَيَا َّنَِّإَفَّلَضْنَمَواَهْ ي  ۗ َٰىَرْخَُأرْزِو َةرِزاَوُرِزَتَلََو  ۗ ًلَوُسَر َثَع ْ ب َن َٰ ىَّتَحَنِيب  ِذَعُماَّنُكاَمَو  
Artinya: “ Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah 
(Allah), maka sesunggunya dia berbuat itu untuk (keselamatan) 
dirinya sendiri dan Barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya 
dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri, dan seseorang  
yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami 
tidak akan meng azab sebelum kami mengutus seorang Rasul.94 
3) Asas Pemberian maaf 
 Asas Kemanfaatan adalah dasar yang menyertai dasar 
keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan dasar 
keadilan dan kepastian hukum semestinya dipertimbangkan asas 
kemanfaatannya , baik kepada yang bersangkutan sendiri 
maupun kepada kepentingan masyarakat. Dasar asas ini Surat 
Al-Baqarah ayat 178:95 
 ىَلْ تَقْلا فِ ُصاَصِقْلا ُمُكْيَلَع َبِتُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اهَُّيأ َيَ
  ۗ َٰىَث ُْنْلْاِب ََٰىث ُْنْلْاَوِدْبَعْلِبُِدْبَعْلاَو ُِرْلِْبُُِّرْلْا  ۗ ِهيِخَأْنِمُهَل َيِفُع ْ نَمَف   عاَِب تاَف  ءْيَش
 ٍّناَسْحِِبِ ِهْيَلِإ  ءاََدأَو ِفوُرْعَمْلِبِ
 ََ 96  مي َِل  بٌاَذَعُهَلَفَكِل ََٰذَدْع َب َٰ ىَدَتْعاِنَمَف  ۗ   ةَْحَْرَوْمُك ِبَرْ نِم فيِفْخ َتَكِل ََٰذ  ۗ  
                                                             
94 Q.S. Al-Isra  ayat 15: 
“ Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesunggunya dia berbuat itu 
untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan Barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat 
bagi (kerugian) dirinya sendiri, dan seseorang  yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, 
dan kami tidak akan meng azab sebelum kami mengutus seorang Rasul 
95 Q.S. Al-Baqarah ayat 178 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas 
kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; 
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, 
dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat 
suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi 
maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara 
yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan 
dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang 
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat 
pedih.97 
Sedangkan dalam hukum pidana islam sendiri mempunyai asas-
asas hukum pidana islam diantaranya: 
a) Asas Legalitas 
Asas Legalitas adalah asas yang menyatakan tidak ada 
pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang-
Undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan Al-Quran 
Surat Al-Isra (17) ayat 15:98 
 ِهِسْف َِنل يِدَتْه َي َا َّنَِّإَف َٰىَدَتْها ِنَم 
 
                                                             
97 Ibid. 
98 Q.S. Al-Isra ayat 15: 
“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesunggunya dia berbuat itu 
untuk (keselamatan) dirinya sendiri dan Barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat 
bagi (kerugian) dirinya sendiri, dan seseorang  yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, 
dankami tidak akan meng azab sebelum kami mengutus seorang Rasul. 
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  ۗاَهْ يَلَعُّلِضَيَا َّنَِّإَفَّلَضْنَمَو  ۗ َٰىَرْخَُأرْزِو َةرِزاَوُرِزَتَلََو  ۗ ْب َن َٰ ىَّتَحَنِيب  ِذَعُماَّنُكاَمَو
 ًلَوُسَر َثَع 
Artinya: “ Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan 
hidayah (Allah), maka sesunggunya dia berbuat itu untuk 
(keselamatan) dirinya sendiri dan Barangsiapa yang sesat 
maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya 
sendiri, dan seseorang  yang berdosa tidak dapat memikul 
dosa orang lain, dan kami tidak akan meng azab sebelum 
kami mengutus seorang Rasul.99 
b) Asas Larangan Memindahkan kesalahan kepada orang lain. 
Menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia baik ataupun 
jahat pasti akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas 
ini terdapat diberbagai surat di Al-Quran salah satunya pada 
surat Al-Mudatstssir ayat 38:100 
 ْتَبَسَك َابِ ٍّسْف َن ُّلُك  ةَنيِهَر  
Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang 
telah diperbuatnya”. 
 
 
 
                                                             
99Ibid. 
100 Q.S. Al-Mudatstsir ayat 38: 
“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. 
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c) Asas Praduga Tak Bersalah 
 Asas Praduga Tak Bersalah adalah asas yang mendasari 
bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan 
harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-
bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas 
kesalahnnya itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat Al-Quran 
yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan 
memindahkan kesalahan pada orang lain. 
 Sanksi dalam hukum Islam didasarkan atas tiga sistem yaitu 
ḥudūd, qiṣāṣ dan ta’zi>r. Ḥudūd adalah sanksi yang telah 
ditetapkan dalam Al-Quran. Qiṣāṣ adalah hukuman 
pembalasan, hukuman qishash bisa dibatalkan dengan syarat 
pihak keluarga korban memaafkan. Ta’zi>r merupakan sanksi 
yang bentuknya menjadi otoritas kebijakan pemerintah atau 
aparat penegak hukum, sanksi ini untuk memberikan efek jera 
untuk pelakunya.101 
5. Faktor terjadinya Tindak Pidana Anak 
 Pada dasarnya timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah 
karena adanya ketidaksadaran dan tanggungjawab dalam pembinaan 
anak di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat serta peran 
pemerintah dalam memperhatikan hak dan kesejahteraan anak, itulah 
                                                             
101 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Prenada Media Group, 2019) 
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sebabnya anak yang masih dibawah umur cenderung untuk melakukan 
apa yang mereka kehendaki seperti penyaluran keinginan mereka, 
sebagai akibatnya mereka cenderung melakukan sesuatu dengan 
kekerasan dan melanggar batas kesopanan  dan kesusilaan, sehingga 
mereka jatuh dan terlibat dengan apa yang  dinamakan dengan 
kenakalan dan kejahatan.102 
 Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT 
kepada setiap orang tua, berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua 
agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana 
mestinya. Namun seringkali harapan tidak sesuai dengan kenyataan 
entah karena terhambatnya komunikasi atau minimnya pengetahuan 
kita selaku orang tua tentang bagaimana Islam memberikan tuntunan 
dan pedoman tentang memperlakukan anak sesuai proposinya. 103 
Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ada dua hal potensial yang akan 
mewarnai dan membentuk kepribadian anak yaitu orang tua yang 
melahirkan dan lingkungan yang membesarkannya. Allah SWT 
berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi (18) ayat 46:104 
 اَي ْن ُّدلا ِةاََيْلْا ُةَنِيز َنوُن َبْلاَو ُلاَمْلا  ۗ ْيَخَوًبِاَو َثَك ِبَرَدْنِع رْ َيُتَُاِلْاَّصلُتُاَيِقاَبْلاَو ًلَََمأ  ر  
                                                             
102Ibid. 
103Ibid. 
104Al-Quran Al-Hikmah, Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 46 (Bandung:Diponegoro) 
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Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan 
dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih 
baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi 
harapan. 
Menghadapi era globalisasi pada masa sekarang ini, dimana ilmu 
pengetahuan dan tekhnologi berkembang sangat pesat dan hampir 
tidak terkendali, dapat berakibat buruk pada perkembangan fisik, 
psikis dan sosial kemasyarakatan anak. Anak-anak yang melakukan 
kejahatan pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru 
menyalahgunakan kontrol diri tersebut dan suka menegakkan standar 
tingkah laku sendiri , disamping meremehkan keberadaan orang 
lain.105 
6. Penyelesaian Tindak Pidana Anak 
 Dalam hukum pidana Islam, meskipun jelas ditegaskan 
bahwa seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap jari>mah 
yang telah diperbuatnya sendiri dan juga tidak bertanggungjawab 
atas perbuatan jari>mah oranglain. Akan tetapi untuk masalah anak, 
Islam memiliki pengecualian tersendiri ,dalam Al-Quran maupun 
hadits sendiri telah diteangkan bahwa seorang anak tidak dapat 
dimintakan pertanggungjawaban sebelum dewasa (bali>g). 106 
Diriwayatkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadits: 
                                                             
105 ibid 
106Ibid. 
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 ْنَع َةَمَلَس ُنْب ُداََّحْ َنََّر َبْخَأ َنوُراَه ُنْب ُدِيَزي اَن َث َّدَح َةَب ْ يَش بَِأ ُنْب ُناَمْثُع اَن َث َّدَح
 ىَّلَص َِّللَّا َلوُسَر َّنَأ اَهْ نَع َُّللَّا َيِضَر َةَشِئاَع ْنَع ِدَوْسَْلْا ْنَع َميِهاَر ْبِإ ْنَع 
ٍّداََّحْ
 ْيَلَع َُّللَّا ىَل َت ْ بُمْلا ْنَعَو َظِقْي َتْسَي َّتََّح ِِمئاَّنلا ْنَع 
ٍَّةثَلََث ْنَع ُمَلَقْلا َعُِفر َلاَق َمَّلَسَو ِه
 َر ُبْكَي َّتََّح  ِِبَّصلا ْنَعَو ََأرْ ب َي َّتََّح 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu 
Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yazid bin 
Harun] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Hammad bin 
Salamah] dari [hammad] dari [Ibrahim] dari [Al Aswad] dari 
['Aisyah radliallahu 'anha] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat 
dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang 
gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia baligh."107 
Sementara dalam hukum Islam itu sendiri tidak memberi 
batasan umur terhadap anak selain kata bali>g, sebagai batas usia 
anak dianggap dewasa. Disamping banyaknya perbedaan pendapat 
diantara para ulama, hal ini menjadi sebuah persoalan karena akan 
menyulitkan hakim dalam menentukan hukuman kasus 
penganiayaan yang dilakukan oleh anak, sebab hukum pidana islam 
mengampuni anak-anak yang semestinya dijatuhkan bagi orang 
dewasa kecuali jika dia sudah bali>g dan mukallāf (orang yang 
dibebani hukum).108 
Seorang anak yang melakukan penganiayaan tidak termasuk 
dalam jari>mah ḥudūd yang diancam dalam hukuman had. Yaitu 
                                                             
107Hadits Abu Daud Nomor 3822, dikutip dari https://tafsirq.com/id/hadits/abu-
daud/3822diakses 24 April 2019 
108Ibid. 
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hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan menjadi hak Allah 
SWT. Seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan 
yang dianccam hukuman ta’zi>r. Pengertian ta’zi>r menurut bahasa 
ialah ta’di>b atau memberi pelajaran dan menurut istilah 
sebagaimana dikemukan oleh Imam Al-Mawardi yaitu “ta’zi>r itu 
adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum 
ditentukan hukumannya oleh  syara”109 
Dalam hukum Islam ada juga penyelesaian menggunakan 
pengampunan yang didasarkan pada asas pemberian maaf , 
pemaafan atau yang disebut dengan al-‘afw juga terulang dalam al-
Quran sebanyak 34 kali, 7 kali, 7 kali darinya berbicara tentang 
pemaafan, hal tersebut menunjukkan akhlaq saling memaafkan 
menjadi bagian terpenting dalam kehidupan seorang muslim 
artinya ada konsekuensi terentu bila seseorang memaafkan atau 
tidak memaafkan terhadap seseorang yang pernah berbuat 
kesalahan kepadanya. Oleh karenanya Al-‘afw  (memaafkan) 
adalah salah satu sifat orang yang bertaqwa kepada Allah 
sebagaimana Al-Quran menjelaskannya dalam QS. Ali Imran: 134. 
Ayat tersebut mendeskripsikan sikap seorang muslim yang 
bertaqwa akan menghadapi seseorang yang melakukan kekeliruan 
terhadapnya dengan tiga cara , yaitu menahan amarah, memaafkan 
                                                             
109 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Prenada Media Group, 2019) hlm 50-51 
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dan berbuat baik terhadap siapapun yang berbuat kesalahan 
kepadanya..110 
 Dalam asas hukum pidana Islam menjelaskan bahwa suatu 
perbuatan baru dianggap sebagai jari>mah (tindak pidana), apabila 
sebelumnya sudah ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan 
tersebut dan mengancamnya dengan hukuman, dengan kata lain, 
tidak seorang pun dapat didakwa atas suatu kejahatan atau dijatuhi 
hukuman kecuali ada ketentuannya dalam Undang-Undang, 
ketentuan ini dalam hukum positif disebut dengan istilah asas 
legalitas.111 
 Dalam menentukan adanya unsur melawan hukum maka 
faktor niat pelaku jarimah sangat menetukan berat ringannya 
hukuman bagi pelaku jari>mah, karena itulah jarimah yang 
dilakukan tetap dikenakan hukuman untuk kemaslahatan dan 
bersifat mendidik. Disamping itu ada empat alasan yang dapat 
menghapus pertanggungjawaban pidana yaitu: terpaksa, mabuk, 
gila dan belum dewasa (bali>g). Keempat unsur tersebut tidak 
menyebabkan perbuatan jari>mah yang telah dilakukan berubah 
menjadi boleh, esensi jari>mah tetap sebagai perbuatan yang 
                                                             
110Azam Bahtiar, “Al-‘Afw dalam pemikiran al-Syatibi dan Jamal al-Banna; Studi  
Komparataif “, dalam jurnal Sintetis Volume 3 No.1 Juni 2009 
111 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Prenada Media Group, 2019) hlm.26 
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melawan hukum, namun hukumannya dihapus dan diganti dengan 
hukuman ta’zi>r.112 
E. Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Anak 
1. Sejarah dan Pengertian Diversi 
  Didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  
disebutkan : “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan 
anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang 
berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa 
depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan pada anak 
agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi 
manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri 
sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun dalam 
pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap 
anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, 
selain itu Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan 
kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif 
memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan 
dengan hukum”.113 
                                                             
112Ibid hlm.45-47. 
113 R. Wiyono,  Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 
hlm.45-47 
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  Untuk  menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan 
pidana terhadap anak ini, United Nations Standard Minimum Rules for 
the Administrator of Juvenile (The Beijing Rules) telah memberikan 
pedoman sebagai upaya meenghindari efek negatif tersebut, yaitu 
dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum 
mengambil tindakan kebijakan  dalam menangani atau menyelesaikan 
masala pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara 
lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses 
pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat 
dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.114 
Tindakan-tindakan ini disebut diversi (diversion) sebagaimana 
tercantum dalam Rule 11.1, 11.2, dan 17.4 SMRIJ (The Beijing Rules) 
tersebut. Dengan adanya tindakan diversi ini, diharapkan akan 
mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses 
pengadilan tersebut. Ide diversi yang dirancangkan dalam SMRIJ (The 
Beijing Rules) sebagai standard internasional dalam penyelenggaraan 
peradilan anak ini, pada pertemuan para ahli PBB tentang “Children 
and Juveniles in Detentions of human Rights standards” di Viena, 
Austria tanggal 30 oktober sampai 4 November 1994. Dalam hal ini 
telah menghimbau seluruh negara bahwa mulai tahun 2000, untuk 
mengimplementasikan The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines and 
                                                             
114Ibid. 
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The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of 
Their Liberty”. 115 
Di Indonesia ide diversi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam 
Seminar Nasional Peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas 
Hukum Universitas Pajajaran bandung tanggal 5 oktober 1996. Secara 
formal ide diversi tersebut belum dicantumkan dalam Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 dan baru dicantumkan dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
ketentuan-ketentuan tentang diversi , terdapat dalam pasal 6 sampai 
dengan pasal 14. Adapun dalam Pasal 15 menentukan bahwa pedoman 
pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan 
diversi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sampai 
sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum diterapkan.116 
  Sedangkan Apa yang dimaksud dengan diversi ? Menurut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada 
Pasal 1 angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 
peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Terhadap apa yang 
dimaksud dengan diversi  tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut 
  Berdasarkan pada United Nations standard Minimum Rules for the 
Administration of juveniles Justice (The Beijing Rules), apa yang 
                                                             
115Ibid..,  hlm.46 
116Ibid..,  hlm.47 
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dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat 
penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksnaan 
dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan 
tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau 
meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan atau mengembalikan 
atau menyerahkan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kegiatan 
pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan didalam 
semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak 
negatif keterlibtan anak dalam proses peradilan tersebut.117 
2. Tujuan Diversi 
  Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas 
mengenai keadilan restorative dan diversi. Hal ini dimaksudkan untuk 
menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga 
dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial 
secara wajar. Maksud dari diversi tersebut kemudian dijabarkan dalam 
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menentukan 
bahwa tujuan dari diversi adalah: 
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak. 
                                                             
117Ibid..,  hlm.47-48 
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b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan. 
c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan. 
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan 
e. Menanamkan rasa tanggung jawab. 118 
Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, 
setiap aparatur penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan 
Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harusmempunyai tujuan 
yang sama sebagaimana dimaksud oleh pasal 6. Jika salah satu dari 
aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversi sampai 
mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparatur penegak yang lain, 
maka Sistem Peradilan Pidana Anak tidak akan berhasil sebagaimana 
dikeendaki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.119 
3. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012: 
  Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana 
Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam 
pasal 24  ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. 
Substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain, mengenai 
                                                             
118Ibid hlm.48 
119Ibid hlm.48-49 
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penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan 
di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).120 
   Substansi  yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini 
adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan 
diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak 
dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap 
anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat 
kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat 
diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal 
tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan 
restorative,baik anak maupun bagi korban.121 
  Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini 
mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang 
berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan 
tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Diversi dalam Sistem 
Peradilan Pidana Anak diatur pada Pasal 6 sampai dengan pasal 15 
Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 dalam pelaksanaan, tujuan, 
proses dan penyidikan serta hasil diversi diatur pada pasal 6, 7, 8, 9 dan 
11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ,yaitu:122 
Pasal 6 
                                                             
120ibid 
121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentng Sistem Peradilan Pidana Anak 
122 Lihat Pasal 6, 7, 8, 11 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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Diversi bertujuan: 
a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak. 
b. Menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan. 
c. Menghindari Anak dari perampasan kemerdekaan. 
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan 
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.123 
Pasal 7 
1) Pada tingkat penyidikan, penuntun dan pemeriksaan perkara Anak 
di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. 
2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 
hal tindak pidana yang dilakukan: 
a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan 
b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.124 
Pasal 8 
1) Proes Diversi dilakukan melaui musyawarah dengan melibatkan 
Anak dan orang tua / Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, 
Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional 
berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. 
2) Dalam hal diperlukan musyawarah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau 
masyarakat. 
3) Proses diversi wajib memperhatikan: 
a) Kepentingan koban; 
b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak; 
c) Penghindaran stigma negatif; 
d) Penghindaran pembalasan; 
e) Keharmonisan masyarakat; dan 
                                                             
123 Lihat Pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. 
124 Lihat Pasal 7 ayat (1), (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.125 
Pasal 9 
1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi 
harus mempertimbangkan: 
a) Kategori tindak pidana; 
b) Umur Anak 
c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan 
d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. 
2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban 
dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan 
keluarganya, kecuali untuk: 
a) Tindak pidana yang berupa pelanggaran; 
b) Tindak pidana ringan; 
c) Tindak pidana tanpa korban, atau 
d) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat.126 
 
Pasal 10 
1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang 
berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa 
korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah 
minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 
ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/ atau 
keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan serta dapat melibatkan 
tokoh masyarakat. 
2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing 
Kemasyarakatan dapat berbentuk: 
                                                             
125 Lihat Pasal 8 ayat (1), (2), (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak. 
126 Lihat Pasal 9 ayat (1), (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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a) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban; 
b) Rehabilitasi medis dan psikososial; 
c) Penyerahan kembali kepada orang tua / Wali; 
d) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga 
pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau 
e) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.127 
Pasal 11 
Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk antara lain: 
a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 
b) Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; 
c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga 
pendidikan atau LPKS paling lama 3(tiga) bulan; atau 
d) Pelayanan masyarakat.128 
  
                                                             
127Lihat Pasal 10 ayat (1), (2), UU Sistem Peradilan Pidana Anak.2 
128Lihat Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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BAB III  
PELAKSANAAN DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI 
DALAM KASUS PERKARA NOMOR 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN Wng 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Wonogiri 
1. Pelaksanaan  Administrasi Pengadilan Negeri Wonogiri 
a. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wonogiri 
1) Ketua Pengadilan Negeri 
Mohammad Istiadi, S.H.,M.H. 
2) Wakil Ketua 
Lingga Setiawan, S.H.,M.H. 
3) Sekretaris 
Samsri, S.H. 
4) Majelis Hakim 
a) Bunga Lilly, S.H. 
b) Siwi Rumbar Wigati, S.H. 
c) Ni Kadek Ayu Isma Dewi, SH.,M.H. 
d) Anita Zulfiani, SH.,M.Hum. 
5) Panitera 
Samsri, S.H. 
6) Panitera Muda Perdata 
Katno, S.H.  
7) Panitera Muda Pidana 
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Sabar Suprapto, S.H. 
8) Panitera Muda Hukum 
Sutardjo W, B.A.,S.H. 
9) Kasubag Ortala 
Ari Sulistyowati, S.H. 
10) Kasubag Keuangan dan Umum 
Suharto 
11) Kasubag Perencanaan,TI dan Pelaporan 
Haryanto, S.H.1 
B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri  (Penetapan 
Perkara Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN Wng ) 
1. Kasus Posisi: 
 Kasus ini menceritakan tentang penganiayaan yang dilakukan anak 
yang bernama Priyandok Bin Samidin. Kasus ini berawal pada hari 
Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, ditempat Dusun 
Ngreco Rt.02/Rw.04 Desa Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten 
wonogiri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, melakukan 
penganiayaan perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:  
Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 29 Desember 2015 sekitar 
pukul 17.00 Wib. Anak sedang duduk bersama dengan teman-
                                                             
1Website Pengadilan Negeri Wonogiri, diunduh dari http://pn-
wonogiri.go.id/web/index.php//tentang-pengadilan/profil-pengadilan/staf. pada tanggal 20/05/2019 
pukul 12.22 WIB. 
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temannya antara lain saksi Bagas Akbar Prakoso, Deo Diki Prabowo 
dan Aji Yayang Aromah dibekas cucian mobil di Dusun Ngreco 
Rt.02/Rw.04 Desa Jatisari, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten wonogiri 
tidak lama kemudian melintas  Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 
Warna putih biru yang dikendarai DIMAS SAKTI SAPUTRA lewat 
didepan anak sambil memainkan gas sepeda motornya (gleyer) kearah 
utara, kemudian sekira pukul 17.25 Wib, kembali melintas Sepeda 
Motor Suzuki Satria wrna putih biru yang dikendarai DIMAS SAKTI 
SAPUTRA sambil memainkan gas sepeda motornya (gleyer) melihat 
hal tersebut anak merasa tersinggung kemudian anak marah lalu 
mengambil batu didekat anak kemudian melempar kearah DIMAS 
SAKTI SAPUTRA mengenai pelipis mata sebelah kanan DIMAS 
SAKTI SAPUTRA. Akibat perbuatan anak tersebut DIMAS SAKTI 
SAPUTRA mengalami mata kanan korban didapatkan:2 
a. Kelopak mata kanan memar. 
b. Tajam Penglihatan : 0 (nol). 
c. Bola mata kanan keluar dari rongga mata. 
d. Selaput mata kanan kemerahan dan bengkak. 
e. Kornea maa kanan tampak keruh. 
f.Bilik mata depan mata kanan penuh berisi darah. 
  
 
                                                             
2 Hasil wawancara dengan Hakim Siwi Rumbar Wigati, S,H, pada tanggal 06 November 2018, 
jam 11.000 WIB 
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 Dengan kesimpulan : 
Korban seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal, pada 
korban didapatkan hilangnya fungsi penglihatan, dengan tajam 
penglihatan: 0 (Nol), hal tersebut tidak dapat disingkirkan sehubungan 
dengan peristiwa yang dialami korban. Sebagaimana kesimpulan 
Visum et repertum Nomor: VER/047/IRM/XII/2015 tanggal 11 
Januari 2016 pada pemeriksaan tanggal 29 Desember 2015 pukul 
22.51 Wib. 3 
2.  Berita Acara Diversi 
 Dalam Penelitian di Pengadilan Negeri Wonogiri baru terjadi satu 
kali penyelesaian diversi dan berhasil, yang dilakukan oleh Pengadilan 
Negeri Wonogiri oleh Hakim Siwi Rumbar Wigati, S.H atas kasus 
penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur berusia 17 
Tahun 1 bulan di Dusun Ngerco Rt 02/04, Desa Jatisari, Kecamatan 
Jatisrono, Kabupaten wonogiri pada tahun 2016. Telah melaksanakan 
musyawarah diversi Perkara Anak dengan terdakwa: 
Nama lengkap   : Priyandoko Bin Samidin 
Tempat / Tanggal Lahir : Wonogiri/ 12 Januari 1999 
Umur  : 17Tahun 1 bulan 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Tempat tinggal : Dsn. Ngerco Rt.03/04 Ds.Jatisari, Kecamatan 
Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. 
                                                             
3Ibid. 
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Agama  : Islam 
Pekerjaan  : Pelajar 
 Musyawarah dibuka dan dinyatakan tertutup unuk umum oleh 
Fasilitator Diversi, lalu Fasilitator Diversi menanyakan kepada Anak 
dan Orang tua Anak serta Penasihat Hukum Anak kesediannya untuk 
melakukannya musyawarah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan 
Pengadilan Negeri Wonogiri dalam penyelesaian Diversi Perkara 
Anak sebagai berikut: 
a. Bahwa Korban dan Orang Tua menyetujui dilakukannya 
musyawarah.Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan 
kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan materi 
pokok dakwaan. 
b. Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan 
PembimbingKemasyarakatan untuk membacakan Laporan 
Penelitian Kemasyarakatan. 
c. Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada 
Anak/ Orang Tua Anak / Penasihat Hukum Anak untuk 
memberikan pendapat.4 
d. Selanjutnya Fasilitator Diversi memerintahkan kepada Orang Tua 
dan Penasihat Hukum untuk menjelaskan tentang perbuatan yang 
telah dilakukan Anak dan alasannya. 
                                                             
4Ibid. 
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e. Atas penjelasan tersebut, Fasilitator Diversi memberikan 
kesempatan kepada Penasihat Hukum Anak untuk memberikan 
tanggapan. 
f. Kemudian Fasilitator diversi memberikan kesempatan kepada 
Pekerja Sosial untuk memberikan informasi tentang perilaku dan 
keadaan sosial Anak,serta memberikan saran untuk penyelesaian 
konflik. 
g. Selanjutnya Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada 
perwakilan masyarakat yaitu Kepala Desa Jatisari untuk 
menyampaikan pendapatnya tentang perilaku Anak serta 
memberikan saran untuk penyelesaian konflik. 
h. Kemudian Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada 
kepada Korban dan Orang Tua untuk memberikan tanggapan. 
i. Atas tanggapan tersebut, Fasilitator Diversi memberikan 
kesempatan kepada Anak dan Orang Tua serta Penasihat Hukum 
untuk memberikan tanggapan.5 
3.  Kesepakatan Diversi 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
a. Nama lengkap   : Priyandoko Bin Samidin  
Tempat / Tanggal : LahirWonogiri/ 12 Januari 1999 
Umur    : 17  Tahun 1 bulan 
Jenis Kelamin   :  Laki-laki 
                                                             
5Ibid. 
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  Tempat tinggal : Dsn. Ngerco Rt.03/04 Ds.Jatisari,  
Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. 
Agama   : Islam 
Pekerjaan  : Pelajar  
 Didampingi Orang Tua yang bernama SAMIDIN sebagai Pihak I 
b. Nama lengkap   : Dimas Sakti Saputro bin SURATNO 
TTL      : Wonogiri/ 01 Oktober 1996 
Umur    : 19  Tahun 8 bulan 
Jenis Kelamin   : Laki-laki 
  Tempat tinggal  :Dsn. Rejosari Rt.03/01 Ds.Rejosari, 
Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. 
  Agama   :Islam 
  Pekerjaan  : - 
Didampingi Orang Tua yang bernama SURATNO  sebagai Pihak II 
  Pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 bertempat di ruang mediasi 
Pengadilan Negeri Wonogiri dihadapan Fasilitator Diversi SIWI 
RUMBAR WIGATI, S.H. Dan  pihak-pihak terkait dalam proses 
diversi perkara Anak Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Wng, telah 
dicapai kesepakatan diversi dengan ketentuan-ketentuan sebagai 
berikut: 
1) Pasal 1 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 
17.30 Wib di Dusun Ngerco Rt 02/04 Desa Jatisari, Kecamatan 
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Jatisrono, Kabupaten Wonogiri Pihak I telah melempar batu ke arah 
Pihak II yang mengenai pelipis mata sebelah kanan yang 
mengakibatkan Pihak II mengalami kehilagan fungsi penglihatan 
pada mata kanan sesuai Visum et Repertum Nomor: 
VER/047/IRM/RSDM/XII/2015 yang dikeluarkan oleh RSUD 
dr.Moewardi Surakarta tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr.Djoko Susianto,Spm Dokter Pemeriksa pada 
Rumah sakit tersebut; 
2)  Pasal 2 
Bahwa atas perbuatan Pihak I tersebut Orang Tua Pihak I bersedia 
membantu biaya pengobatan Pihak II sebesar Rp.20.000.000,-
(Duapuluh juta rupiah); 
3) Pasal 3 
   Bahwa Orang Tua Pihak II menyetujui besarnya bantuan dari 
Orang Tua Pihak I tersebut namun harus dibayarkan tunai.6 
4) Pasal 4 
Bahwa pembayaran antuan pengobatan dari Pihak I kepada 
Pihak II disepakati dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 
2016 dan dilakukan pembayaran tersebut di Pengadilan Negeri 
Wonogiri. 
5) Pasal 5 
                                                             
6Ibid. 
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Bahwa Pihak I dan Orang Tuanya telah meminta maaf kepada 
Pihak II dan Orang Tuanya dan dengan diserahkannya bantuan biaya 
pengobatan oleh Pihak I kepada Pihak II maka kedua belah Pihak 
telah mencapai perdamaian dan tidak akan menuntut baik secara 
hukum pidana maupun perdata dikemudian hari. 
6) Pasal 6 
Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses 
pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan. 
7) Pasal 7 
Kesepakatan ini dibuat oleh para Pihak tanpa adanya unsur 
paksaan, kekeliruan dan penipuan dari Pihak manapun.7 
 
 
  
                                                             
7Ibid. 
102 
 
BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. Analisis aturan Diversi dalam penetapan perkara tindak pidana  
yang dilakukan oleh anak sebagai Pelaku dalam Perkara Nomor 
03/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Wng. di Pengadilan Negeri Wonogiri 
 Sedangkan Apa yang dimaksud dengan diversi ? Menurut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada 
Pasal 1 angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari 
proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Terhadap 
apa yang dimaksud dengan diversi  tersebut Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
 Berdasarkan pada United Nations standard Minimum Rules for the 
Administration of juveniles Justice (The Beijing Rules), apa yang 
dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada 
aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan 
kebijaksnaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah 
pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain 
menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan 
atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dalam 
bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi 
dapat dilakukan didalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan 
untuk mengurangi dampak negatif keterlibtan anak dalam proses 
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peradilan tersebut.1 Apabila kita telaah Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Maka proses 
penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan 
dengan dua cara yaitu:  
a. Proses penyelesaian diluar peradilan pidana  
 yang disebut dengan diversi  diatur dalam Bab dua, Pasal 6 
sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. 
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 
peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi 
bertujuan: 
1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak. 
2) Menyelesaiakan perkara anak diluar proses peradilan. 
3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan 
4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. 
5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Menurut 
pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).2 
 Dalam proses perkara tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak harus diupayakan untuk dilakukannya diversi , baik dalam 
                                                             
1Ibid..,  hlm.47-48 
2 R. Wiyono,  Sistem Peradilan  Pidana Anak Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 
hlm.40-41 
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tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di Pengadilan Negeri 
(Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).  Namun 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
1) Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 
Tahun: 
 Dalam kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri ini, ancaman 
hukuman untuk penganiayaan adalah pidana penjara paling 
lama  lima tahun, sedangkan untuk pelaku anak diancam 
sepertiga dari hukuman. Dikarenakan kasus yang terjadi di 
Wonogiri ini dilakukan oleh anak yang berumur 17 tahun lebih 
satu bulan, maka dapat dilakukan diversi karena ancaman 
pidananya dibawah 7 tahun. Karena sepertiga dari hukuman 
awal masih belum mencapai 7 tahun.Sehingga penetapan di 
Pengadilan Negeri Wonogiri sudah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2012.  
2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (pasal 7 ayat 2 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).3 
     Dalam kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri ini, pelaku 
baru pertama kali melakukan tindak pidana dan kasus yang 
terjadi di wonogiri ini merupakan kasus  langka. Sebab di 
                                                             
3 Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum  Dengan Pendekatan  Diversi Yogyakarta: Nusa Media 
Yogyakarta, 2017) hlm. 37 
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Wonogiri mayoritas kasusnya adalah kekerasan seksual atau 
asusila dan ini merupakan kasus anak  pertama yang ditangani 
dengan menggunakan diversi. Sehingga penetapan Pengadilan 
Negeri Wonogiri sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak. 
3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 
anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) ahun yang diduga  
melakukan tindak pidana. 
    Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012, terdiri atas:4 Anak yang 
berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak 
adalah anak yang berumur 12 (delapan belas) tahun, tetapi 
belum berumur  18 (delapan belas) tahun, yang diduga 
melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3)5 . Dalam Kasus 
Perkara Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Wng. Anak yang 
bernama Priyandoko Bin Samidin selaku Pelaku, pada saat 
melakukan tindak pidana masih berusia 17 tahun lebih 1 bulan, 
sehingga masih bisa dilakukan penyelesaian melalui diversi 
                                                             
4Ibid..hlm.14 
5Lihat  Pasal 1 ayat (3) UU Sistem Peradilan Anak. 
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karena salah satu syarat dari diversi adalah anak berusia 
dibawah 18 tahun. Hal ini berarti dari segi usia, para pelaku 
telah memenuhi syarat diversi. 
4) Adanya persetujuan Korban 
     Diversi tidak akan dapat berjalan apabila tidak ada 
kesepakatan dari kedua belah pihak, terutama persetujuan dari 
korban .dalam kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri ini 
awalnya pihak korban menuntut ganti rugi sebesar 
Rp.90.000.000,00 namun dari pihak pelaku merasa keberatan, 
karena tidak sanggup membayar ganti rugi sebesar itu. Pihak 
pelaku hanya sanggup membayar ganti rugi sebesar 
Rp.20.000.000,00, melalui mediasi kedua belah pihak, 
akhirnya pihak korban mau menerima ganti rugi sebesar 
Rp.20.000.000,00 dengan syarat ganti rugi harus dibayar tunai. 
Akhirnya kedua belah pihakpun berhasil melakukan diversi 
karena adanya persetujuan dari korban. Sehingga penetapan di 
Pengadilan Negeri  Wonogiri sudah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2012. 
5) Hasil Kesepakatan 
     bahwa oleh karena musyawarah diversi perkara anak 
dengan Terdakwa tersebut diatas telah memperoleh 
kesepakatan dan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri telah 
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menerbitkan Penetapan Nomor 03/Pen.Div/2016/PN Wng 
tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya mengabulkan 
permohonan penetapan diversi atas perkara tersebut, daan 
berdasarkan Laporan lengkap Pelaksanaan Kesepakatan 
Diversi dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai 
Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta tanggal 8 Maret 2016 
Kesepakatan Diversi tersebut telah dilaksanakan seluruhnya 
ole para pihak, maka proses pemeriksaan perkara ini harus 
dihentikan; Memperhatikan Pasal 12 ayat(3), ayat (4), ayat (5), 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal59 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Kedua belah 
pihak sepakat melakukan diversi, pihak pelaku meminta maaf 
dan ganti rugi sebesar Rp.20.000.000,00 , serta pihak korban 
menerima perdamaian dan tidak akan menuntut baik secara 
hukum pidana maupun perdata 
b. Proses penyelesaian melalui proses peradilan pidana 
 Dilakukan penyelesaian kasus anak melalui proses 
peradilan pidana apabila:  
1) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana 
penjara 7 tahun atau lebih. 
2) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan 
pengulangan. 
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3) Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan. 
4) Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.6 
 Proses penyelesaian tindak pidana anak melalui proses 
peradilan pidana pada prinsipnya tetap berpedoman pada 
ketentuan hukumacara pidana umum yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
Undang khusus yang mengatur tentang anak. Sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. Dalam proses penyelesaian pidana anak 
sama dengan pidana umum, yaitu diawali dari proses 
penyelidikan, penuntutan, dilanjutkan dengan pemeriksaan di 
sidang pengadilan.7 
B. Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Diversi dalam 
Perkara Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Wng. di Pengadilan 
Negeri Wonogiri 
     Islam telah memiliki aturan-aturan yang menyeluruh dan pasti 
terhadap segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan, termasuk 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan bagaimana penanganan 
                                                             
6Muliyawan, “Era baru Sistem Peradilan Anak” dikutip dari  http://www.pn-
palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-era-baru-sistem-peradilan-pidana-anak, diakses  23 April 
2019 
7Ibid. 
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terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Beban 
hukum dalam islam harus diperuntukkan untuk baligh (dewasa) dan 
waras. Termasuk disini, bagaimana penanganan terhadap tindak 
kejahatan yang dilakukan anak-anak diriwayatkan Rasulullah SAW 
bersabda dalam sebuah hadits: 
 ُناَمْثُع اَن َث َّدَح ْنَع َةَمَلَس ُنْب ُداََّحْ َنََّر َبْخَأ َنوُراَه ُنْب ُدِيَزي اَن َث َّدَح َةَب ْ يَش بَِأ ُنْب
 ىَّلَص َِّللَّا َلوُسَر َّنَأ اَهْ نَع َُّللَّا َيِضَر َةَشِئاَع ْنَع ِدَوْسَْلْا ْنَع َميِهاَر ْبِإ ْنَع 
ٍّداََّحْ
 َع ُمَلَقْلا َعُِفر َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَل َت ْ بُمْلا ْنَعَو َظِقْي َتْسَي َّتََّح ِِمئاَّنلا ْنَع 
ٍَّةثَلََث ْن
 َر ُبْكَي َّتََّح  ِِبَّصلا ْنَعَو ََأرْ ب َي َّتََّح 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] 
berkata, telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] berkata, 
telah mengabarkan kepada kami [Hammad bin Salamah] dari 
[hammad] dari [Ibrahim] dari [Al Aswad] dari ['Aisyah radliallahu 
'anha] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pena 
pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang 
tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil 
hingga ia baligh."8 
Sementara dalam hukum Islam itu sendiri tidak memberi batasan 
umur terhadap anak selain kata bali>g, sebagai batas usia anak dianggap 
dewasa. Disamping banyaknya perbedaan pendapat diantara para 
ulama, hal ini menjadi sebuah persoalan karena akan menyulitkan 
hakim dalam menentukan hukuman kasus penganiayaan yang dilakukan 
oleh anak, sebab hukum pidana islam mengampuni anak-anak yang 
                                                             
8Hadits Abu Daud Nomor 3822, dikutip dari https://tafsirq.com/id/hadits/abu-
daud/3822diakses 24 April 2019 
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semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia sudah bali>g 
dan mukallāf (orang yang dibebani hukum).9 
Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh anak menurut hukum 
pidana islam adalah khususnya dalam konteks pertanggungjawaban 
pidana, hukum islam mensyaratkan syarat dewasa. Maka anak-
anaktidak dikenakan kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatan 
pidana, sebelum batas kedewasaan orang tersebut dicapai seorang 
belum dapat dikatakan mukallaf (orang yang dapat dibebani 
kewajiban), maka keadaan orang iu tidak dapat dipertanggungjawabkan 
tindak pidana yang diperbuatnya dan karenannya ia tidak dapat 
dihukum atas perbuatan tersebut. Seseorang belum dikenakan taklif 
(usia pembebanan hukum) sebelum ia cukup umur untuk bertindak 
hukum, untuk itu para ahli hkum islam mengemukakan bahwa dasar 
pembebanan hukum tersebut adalah meninjau kepada akal, maksudnya 
seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat 
memahami secara baik, dengan demikian orang yang tidak atau belum 
berakal maka mereka dianggap tidak memahami taklif. 
Seorang anak yang melakukan penganiayaan tidak termasuk 
dalam jari>mah ḥudūd yang diancam dalam hukuman had. Yaitu 
hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan menjadi hak Allah SWT. 
Seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang 
                                                             
9Ibid. 
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dianccam hukuman ta’zi>r. Pengertian ta’zi>r menurut bahasa ialah ta’di>b 
atau memberi pelajaran dan menurut istilah sebagaimana dikemukan 
oleh Imam Al-Mawardi yaitu “ta’zi>r itu adalah hukuman pendidikan 
atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh  
syara” 
1. Penyelesaian perkara Anak menurut Hukum Islam: 
Didalam hukuman diyat itu sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu 
yang pertama,hukuman diyat (kamilah) berlaku apabila manfaat 
jenis anggota badan hilang seluruhnya. Yang kedua, hukuman diyat 
ghair kamilah (irsy) berlaku apabila manfaat jenis badan itu hilang 
sebagian sedangkan sebagian lagi masih utuh. Maksudnya dalam 
tubuh manusia terdapat 45 anggota badan, dari anggota itu ada yang 
berjumlah satu dan ada yang berjumlah pasangan atau lebih dari itu 
sehingga setiap jenis anggota badan tersebut memiliki diyat yang 
berbeda-beda. Untuk bagian tubuh yang berjumlah tunggaldiyat nya 
utuh 100 ekor unta sedangkan untuk bagian tubuh yang berpasangan 
apabila hilang keduanya maka diyat nya utuh namun apabila hilang 
salah satunya maka diyat nya setengah. 
 
 
Adapun pengampunan didasarkan pada asas pemberian maaf 
Asas Kemanfaatan adalah dasar yang menyertai dasar keadilan dan 
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kepastian hukum. Dalam melaksanakan dasar keadilan dan kepastian 
hukum semestinya dipertimbangkan asas kemanfaatannya , baik 
kepada yang bersangkutan sendiri maupun kepada kepentingan 
masyarakat. Dasar asas ini Surat Al-Baqarah ayat 178:10 
 ىَلْ تَقْلا فِ ُصاَصِقْلا ُمُكْيَلَع َبِتُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اهَُّيأ َيَ
  ۗ ْبَعْلاَو ُِرْلِْبُُِّرْلْا َٰىَث ُْنْلْاِب ََٰىث ُْنْلْاَوِدْبَعْلِبُِد  ۗ ِهيِخَأْنِمُهَل َيِفُع ْ نَمَف   عاَِب تاَف  ءْيَش
 ٍّناَسْحِِبِ ِهْيَلِإ  ءاََدأَو ِفوُرْعَمْلِبِ
 ََ 11  مي َِل  بٌاَذَعُهَلَفَكِل ََٰذَدْع َب َٰ ىَدَتْعاِنَمَف  ۗ   ةَْحَْرَوْمُك ِبَرْ نِم فيِفْخَتَكِل ََٰذ  ۗ  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita 
dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan 
dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan 
cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) 
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang 
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka 
baginya siksa yang sangat pedih.12 
     ketentuan pemaafan dalam Hukum Pidana Islam tidak 
menghapus/ menghilangkan pemidanaan, tetapi hanya meringankan 
pemidanaan. para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya 
Pengampunan dalam qiṣāṣ, sehingga dengan demikian qishash 
menjadi gugur. dalam qiṣāṣ ini boleh dengan meminta imbalan yang 
lebih besar dari pada diyat, sama dengan diyat, atau lebih kecil dari 
                                                             
10 Q.S. Al-Baqarah ayat 178 
 
12 Ibid. 
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pada diyat. Juga boleh dengan cara tunai atau utang (angsuran), 
dengan jenis diyat, dengan syarat disetujui (diterima) pelaku.13 
Dalam kasus ini pihak pelaku memberikan ganti rugi kepada pihak 
korban sebesar Rp.20.000.000,00 , dan pihak korban menerima ganti 
rugi tersebut dan mau diselesaikan dengan jalur damai, sehingga 
hukuman nya diganti menjadi ganti rugi 
2. Hasil Kesepakatan  
Hasil kesepakatan antara hukum positif dan hukum Islam hampir 
sama yaitu pihak pelaku memberikan ganti rugi kepada pihak korban 
sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga penyelesain 
perkara anak dapat diselesaikan dengan jalur pengampunan dengan 
asas pemberian maaf. 
 
 
 
. 
 
  
                                                             
13Ibid. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, 
setelah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Wonogiri secara 
mendalam dan detail tentang diversi Tindak Pidana Penganiayaan yang 
dilakukan oleh Anak Dibawah Umur, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penetapan perkara anak No. 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN WNG , 
penetapan ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak,dengan syarat Tindak Pidana 
yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 Tahun, bukan 
merupakan pengulangan tindak pidana (pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 
Nomor 11 tahun 2012), Anak yang berkonflik dengan hukum yang 
selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 
tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga  
melakukan tindak pidana, adanya persetujuan korban.dalam kasus yang 
terjadi di wonogiri ini anak yang bernama priyandoko masih berumur 
17 tahun 1 bulan, danbaru pertama kali melakukan tindak pidana, dan 
setelah melakukan diversi pihak korban menyetujui diselesaikan dengan 
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jalan damai dengan syarat pihak pelaku membayar ganti rugi esuai 
kesepakatan bersama. 
2. Proses penyelesaian perkara No. 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN Wng Di 
PengadilanNegeri Wonogiri juga sudah sesuai dengan hukum Islam 
karena dalam proses penyelesaian hukum Islam tentang penanganan 
kasus anak adanya istilah pengampunan dengan menggunakan asas 
pemberian maaf     ketentuan pemaafan dalam Hukum Pidana Islam 
tidak menghapus/ menghilangkan pemidanaan, tetapi hanya 
meringankan pemidanaan. para ulama telah sepakat tentang 
dibolehkannya Pengampunan dalam qiṣāṣ, sehingga dengan demikian 
qishash menjadi gugur. dalam qiṣāṣ ini boleh dengan meminta imbalan 
yang lebih besar dari pada diyat, sama dengan diyat, atau lebih kecil 
dari pada diyat. Juga boleh dengan cara tunai atau utang (angsuran), 
dengan jenis diyat, dengan syarat disetujui (diterima) pelaku. Dalam 
kasus ini pihak pelaku memberikan ganti rugi kepada pihak korban 
sebesar Rp.20.000.000,00 , dan pihak korban menerima ganti rugi 
tersebut dan mau diselesaikan dengan jalur damai, sehingga hukuman 
nya diganti menjadi ganti rugi. 
B. Saran 
 Setelah peneliti melakukan upaya penelitian untuk penyusunan skripsi 
ini, selanjutnya penelitiingin menyampaikan beberapa hal,yaitu: 
1. Dari aspek Orang Tua, mendidik anak merupakan hal yang penting 
untuk mempersiapkan generasi indonesia yang akan datang, 
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mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum  sejak 
dini juga perlu dilakukan oleh Orang Tua dan pendidik diSekolah. 
2. Dari aspek masyarakat luas, dibutuhkan suatu penyuluhan kepada 
masyarakat tentang ide diversi sehingga masyarakat mengerti akan 
pentingnya diversi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana 
anak. 
3. Proses pemidanaan anak diharapkan tidak mengganggu proses tumbuh 
kembang si anak dan menghindari stigma negatif dari masyarakat. 
Dalam hukum pidana Islam perlu pengkajian kembali terhadap 
pembahasan yang disebabkan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana. 
Hal ini diperlukan ketika hukuman nasehat sudah tidak dihiraukan 
agar tidak mengulangi perbuatannya. 
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LAMPIRAN I 
PENETAPAN 
Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Wng 
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Hakim  Pengadilan Negeri Wonogiri; 
Membaca, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 
3/Pid.Sus-Anak/2016/PN Wonogiri tanggal 23 Februari 2016, tentang penunjukan 
Hakim yang mengadili perkara Anak: 
Nama lengkap      : Priyandoko Bin Samidin;   
Tempat lahir      : WONOGIRI;   
Umur/tanggal lahir   : 17 Tahun / Selasa 12 Januari 1999;   
Jenis Kelamin      : Laki-laki;   
Kebangsaan       : Indonesia;   
Tempat tinggal     : Dusun Ngerco  Rt.03 Rw.04 Ds. Jatisari, Kec. 
Jatisrono, Kab. Wonogiri;   
Agama          : Islam;   
Pekerjaan        : Pelajar; 
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Menimbang, bahwa untuk melaksanakan musyawarah diversi, perlu 
ditentukan hari dan tanggal pertemuan; 
Memperhatikan Pasal 8 jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 
MENETAPKAN: 
1. Musyawarah diversi dilaksanakan pada hari Selasa  tanggal 08 Maret 
2016 pukul ................. di ruang Diversi Pengadilan Negeri Wonogiri; 
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, 
Orang tua/ Wali, Korban dan/atau Anak Korban dan/atau Orangtua/Wali, 
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Perwakilan 
Masyarakat. 
 
 
Ditetapkan di Wonogiri; 
Pada tanggal 08 Maret 2016; 
Hakim 
     
   
SIWI RUMBAR WIGATI, SH 
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PENETAPAN 
Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN Wng 
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Ketua Negeri Pengadilan Negeri Wonogiri 
Setelah membaca: 
Laporan dari Hakim Anak tertanggal 8 Maret 2016 perihal diversi Berhasil 
dalam perkara Anak dengan terdakwa : 
1. Nama lengkap      :  Priyandoko Bin Samidin;   
Tempat lahir      :  WONOGIRI;   
Umur/tanggal lahir   :  17 Tahun / Selasa 12 Januari 1999;   
Jenis Kelamin      :  Laki-laki;   
Kebangsaan       : Indonesia;   
Tempat tinggal     : Dusun Ngerco  Rt.03 Rw.04 Ds. Jatisari, Kec. 
Jatisrono, Kab. Wonogiri ;   
Agama          : Islam;   
Pekerjaan        : Pelajar; 
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2. Berita Acara Diversi Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Wng tanggal 1 
Maret 2016; 
3. Kesepakatan Diversi tanggal 8 Maret 2016; 
Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim tanggal 8 Maret 2016 antara 
Anak dan Korban telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 8 Maret 2016 dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
Pasal 1 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 17.30 
WIB di Dusun Ngerco RT 02 RW 04 Desa Jatisari, Kecamatan Jatisrono, 
Kabupaten Wonogiri Pihak I telah melempar batu kearah Pihak II yang mengenai 
pelipis mata sebelah kanan yang mengakibatkan Pihak II mengalami kehilangan 
fungsi penglihatanpada mata kanan sesuai Visum et Repertum Nomor 
:VER/047/IRM/XII/2015 yang dikeluarkan oleh RSUD dr.Moewardi Surakarta 
tertanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Djoko 
Susianto,Spm Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut; 
Pasal 2 
Bahwa atas perbuatan Pihak I tersebut orangtua Pihak I bersedia 
membantu biaya pengobatan Pihak II sebesar Rp.20.000000,-(Dua puluh juta 
rupiah); 
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Pasal 3 
Bahwa orangtua Pihak II menyetujui besarnya bantuan dari orangtua Pihak 
I tersebut namun harus dibayarkan tunai; 
Pasal 4 
Bahwa Pembayaran bantuan pengobatan dari Pihak Ikepada Pihak II 
disepakati dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 dan dilakukan 
pembayaran trsebut di pengadilan Negeri Wonogiri; 
Pasal 5 
Bahwa Pihak I danorangtuanya telah meminta maaf kepada Pihak II dan 
orangtuanya dan dengan diserahkannya bantuan biaya pengobatan oleh Pihak I 
kepada Pihak II maka kedua belah pihak telah mencapai perdamaian dan tidak 
akan menuntut baik secara hukum pidana maupun perdata dikemudian hari; 
Pasal 6 
Apabila kesepaktan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses 
pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan. 
Pasal 7 
Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, 
kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun. 
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Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan 
untuk dikabulkan; 
Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat5 UU Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang 
bersangkutan; 
MENETAPKAN 
1. Mengabulkan Permohonan Hakim; 
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi; 
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian 
pemeriksaan; 
4. Memeritahkan Pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang 
bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan sepenuhnya; 
5. Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dalam hal 
kesepakatan diversi dilaksanakan sepenuhnya. 
6. Memerintahkan Panitera menyampaiakn salinan penetapan ini 
kepada Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orangtua Anak, 
Korban/ Orangtua Korban, dan para saksi kesepakatan diversi. 
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                                           Ditetapkan di Wonogiri 
                                                     Pada tanggal : 10 Maret 2016 
   Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri 
 
                                                                 YUSWARDI,S.H. 
NIP.196650613 199212 1 001 
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PENETAPAN 
Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN Wng 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Hakim Anak  Pengadilan Negeri Wonogiri 
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 03/Pid.Sus-
Anak/2016/PN Wng tanggal 10 Maret 2016 tentang Penetapan Diversi Perkara anak 
dengan Terdakwa: 
Nama lengkap      :  Priyandoko Bin Samidin;   
Tempat lahir      :  WONOGIRI;   
Umur/tanggal lahir   :  17 Tahun / Selasa 12 Januari 1999;   
Jenis Kelamin      :  Laki-laki;   
Kebangsaan       : Indonesia;   
Tempat tinggal     : Dusun Ngerco  Rt.03 Rw.04 Ds. Jatisari, Kec. Jatisrono, 
Kab. Wonogiri;   
Agama          : Islam;   
Pekerjaan        : Pelajar; 
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Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah diversi perkara anak dengan 
Terdakwa tersebutdiatas telah memperoleh kesepakatan dan Ketua Pengadilan 
Negeri Wonogiri telah menerbitkan Penetapan Nomor 03/Pen.Div/2016/PN Wng 
tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan penetapan 
diversi atas perkara tersebut, daan berdasarkan Laporan lengkap Pelaksanaan 
Kesepakatan Diversi dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan 
(BAPAS) Surakarta tanggal 8 Maret 2016 Kesepakatan Diversi tersebut telah 
dilaksanakan seluruhnya ole para pihak, maka proses pemeriksaan perkara ini harus 
dihentikan; 
Memperhatikan Pasal 12 ayat(3), ayat (4), ayat (5), Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012, Pasal59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015; 
MENETAPKAN 
1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Terdakwa PRIYANDOKO bin 
SAMIDIN, Nomor: 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN Wng; 
2. Memerintahkan panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan 
penetapan ini kepada Anak, orangtua/ Anak, Penasihat Hukum Anak, Korban, 
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan Penuntut Umum. 
 
 Ditetapkan di : Wonogiri 
  Pada tanggal 11 Maret 2016 
   Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri 
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   SIWI RUMBAR WIGATI,S.H. 
 
 
LAMPIRAN II 
WAWANCARA 
Nama : SIWI RUMBAR WIGATI 
Jabatan : HAKIM di Pengadilan Negeri Wonogiri 
Hari/tanggal : Jumat, 30 November 2018 
Saya:  Berapa umur korban dan pelaku?  
Ibu Siwi: Korban berumur 19 tahun, pelaku 17 tahun 1 bulan, kelas satu SMK  
Saya: Kalau proses diversi di Pengadilan apakah alurnya sama dengan diversi di 
polres maupun dikejaksaan bu?  
Ibu Siwi: Masing-masing tingkatan punya SOP nya sendiri, soalnya kan diversi 
syaratnya sulit, harus yang ancaman pidananya kurang dari dari 7 tahun, semisal 7  
tahun ya tidak boleh, apalagi di wonogiri ini banyaknya kasus asusila, kan kalau 
asusila ga bisa melalui diversi. 
Saya: Berarti kalau semisal ancaman pidananya genap 7 tahun ga bisa ya bu? 
Ibu Siwi: kurang dari 7, klo semisal 7 saja ga bisa, pada  tingkat penyidikkan, 
penuntutan dan pemeriksaan perkara anak diPengadilan  Negeri wajib 
mengupayakan diversi. Tapi  hanya dapat dilakukan apabila ancaman pidana 
kurang dari 7 tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 
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Saya: Kalau dalam proses diversi dipengadilan  itu apakah pelaku ditahan terlebih 
dahulu atau ketika perkara ada langsung melakukan diversi bu? 
Ibu Siwi: Ketika berkas perkara masuk ,dan dilihat bisa diversi maka langsung 
dilakukan diversi, biasanya kan dari tingkat penyidik dulu kalau semisal gagal lalu 
ditingkat kejaksaan dan yang terakhir dipengadilan. Apalagi dikasus ku ini kan 
ditingkat penyidikan dan kejaksaan minta ganti rugi Rp 150.000.000,00 sehingga 
diversinya tidak berhasil, nah waktu melakukan diversi di pengadilan tiba-tiba 
mau dengan biaya ganti rugi sebesar Rp.20.000.000,00. Diluar dugaan juga, 
jaksanya saja sampai kaget. Akhirnya diversi berhasil dilakukan ditingkat 
pengadilan. 
Saya: Apakah penetapan diversi dapat dibatalkan? 
Ibu Siwi: Semisal gini, Penetapan ketika hakim lapor pada Ketua Pengadilan, lalu 
ketua menunggu laporan dari Bapas terlebih dahulu. Bahwa ini hlo pak perkara 
diversi ini tidak lanjut diversi, namanya penetapan KPN, KPN mengeluarkan 
penetapan berdasarkan laporan dari Hakim, lalu KPN mengabulkan permohonan 
hakim dan meminta hakim memerintahkan permberhentian pemeriksaan kalau ada 
barang bukti. Semisal ada ganti ganti rugi KPN menunggu laporan dari bapas, lalu 
hakim melakukan pemberhentian perkara. 
Saya:  Apakah pada saat melakukan diversi baik pelaku maupun korban wajib 
didampingi penasehat hukum? 
Ibu Siwi: Kalau yang diwajibkan disini kan pelakunya, tapi ada juga pekerja 
sosial atau nanti lembaga diluar yang akan melindungi korban. Baik dari 
Perlindungan saksi dan korban, maupun dari yayasan-yayasan lainnya, makanya 
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diundangan penetapan  kita menghadirkan orang tua, penasehat hukum, dan 
pekerja sosial itu tujuannya untuk melindungi semua, karna pada dasarnya anak 
sebagai pelaku maupun korban harus dilindungi semua. 
 
 
 
